
LAPORAN AKTUALISASI

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III Angkatan III Tahun 2019

PENYUSUNAN DRAFT PEDOMAN INVENTARISASI BAHAN

PEMBUATAN RISALAH SEMENTARA

Disusun oleh;

Nama : Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda

NIP ;199407282019031001

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

2019



LEIViBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan

Angkatan III -2019

Judul

Nama

NIP

NDH

Pangkat/Golongan

Instansi

: Penyusunan Draft Pedoman Inventarisasl Bahan

Pembuatan Risalah Dalam Rangka Mendukung

Tugas Dan Fungsi Perisalah Legislatif

; Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda

199407282019031001

40

Penata Muda / Ilia

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Jakarta, 9 Oktober 2019

Peserta

Oki Rusen Virgian Puswanda

NIP.199407282019031001

Mentor,

Moh. Rizna. S.Sos.

NIP.196407151989031008

Coach,

Aqus Suprivono. S.S.. M.A.P

NIP.196902082003121003



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia COACH

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN

TAHUN2019

Nama

[nstansi

NIP.

Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.AP
Setje BK dan BK DPR Rl

199407282019031001

^I?e^imbTnQah^
^IgifjdenriasSihanWCn^

%K6m0r^®sf^
tReiram'enclasis
?Pembimbinqar.i

1

2 bafUcttw

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adaiah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto, SH.. MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA

KARTU KENDALI

'ROSES PEMBIMBINGAN AKTUAUSASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN

TAHUN2019

Nama

Instansi

NIP.

Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda

Setjen dan BK DPR Rl

199407282019031001

Nama Coach: Agus Supriyono, S.S., M.AP

m
1 [\ '3 -

fccv
tcAjiA

MiU€v^

OoetfiM,
/>

2 ^^-3 'SLVtS y>AOVCM. .ferV=&.^* aettr^PCc

^£\OetS\cilU'

3

4

5

6

7

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
dltandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto, SH., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MENTOR

KART'J KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019

Narna : Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda
Instansi : Setjen dan BK DPR Rl
NIP. : 199407282019031001

Nama Mentor: Moh. Rizha, S.Sos.

WBe1<6merrda§i*
i^^mbimbingan

|;Tan9a?fa1igaTii

1 5 f) a. \ Acieo-np j; atJi-ot-
4 to.uapc*.tr> tui.*

5tyf-cvvs.e.».

^*^te.n<xUxO.

2 ^tK\-CK.t> »c00r(5.'*ic\c;

mcVty M\rttt4
\j

3
\oev»erCkiPCt>r>»

4 f ^ tKi ai*V
»^Vtcv

Vc\Trrtc.c,,

bcfc-cr ^Pc\ foiv*

5
tcvt\

4c\'vc^.v» vnc^oae.

J ttAM.V"^-^-V>OVCS V
6 \

7

8

9

13

11

12

13

14 Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



KATA PENGANTAR
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

professional dalam melayani masyarakat dan mampu mengikuti arus

globalisasi diperlukan sebuah pembinaan melalui jalur pelatihan.

Sejaian dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk

pada ketentuan Pasal 63ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CRMS wajib

menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses

pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter

kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat

profesionalisme serta kompetensi bidang.

Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif

dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan

pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di

tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu

menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta

membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan

manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagal karakter PNS

yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan

Pelatihan tersebut, diharapkan dapatmenghasllkan PNS profesional

yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

sebagal pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan

pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia.

Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih,

dunia kini memasuki Era Revolusi Industrl 4.0, yakni menekankan

pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic,



dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive

innovation. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan

daya saing kita baiknasional maupun regional. PNS sebagai pelayan

masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses

pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang

perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan

hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal

pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan

konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain

Diklatterintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan

jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan

formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan

diubah menjadi Pelatihan Dasar CPNS, sebagai salah satu jenis

Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan

karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak

profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial

kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau

one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan

kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya

sebagai peiayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara

seorang PNS.



B. DASARHUKUM

Dalam pelaksanaanya Pelatihan Dasar CPNS mendapatkan

jaminan hukum antara lain :

1. Undang-Undjng Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil;

6. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2016;



BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. VISI, MISI UNIT KERJA

1. VISI

Visi adaiah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya

berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkani. Visi dari Biro

Perisidangan I dirumuskan sebagai behkut: "Terwujudnya

dukungan persidangan Komisi dan Persidangan paripurna yang

profesional dan akuntabel".

2. MISI

Visi tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah usaha nyata.

Misi adaiah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi2. Misi berfungsi sebagai

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bag! seluruh

komponen di Biro Persidangan I. Adapun Misi dari dari Biro

Persidangan I adaiah :

1. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam

pelaksanaan Fungsi DPR Rl Bidang Legislasi, Bidang

Anggaran dan Bidang Pengawasan.

2. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam

pelaksanan Persidangan Paripurna.

1https://www.gurupendidikan.co.id/visi-dan-misi/ diakses 20 Agustus 2019
Pukul 23.00 WIB

libid



3. Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan

persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Biro Persidangan

I memiliki susunan struktural sebagaimana berikut:

1) Bagian Sekertariat Komisi I s.d. XI, mempunyai Tugas

melaksanakan dukungan rapatdan tata usaha Komisi I s.d.XI.

2) Bagian Persidangan Pariipuran mempunyai tugas

melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Persidangan

Paripurna.

3) Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

risalah rapat Dewan Perwaktlan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian ini akan menjadi fokus penulisan, hal ini dikarenakan

penulis memiliki jabatan pada |enjang jabatan Perisalah

legislatif ahli pertam'a

Struktur Organisasi Biro Persidangn I sebagaimana terlihat

dalam bagan berikut:
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C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

DPR seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam

menjalankan fungsinya melakukan kegiatan persidangan. Jalannya

persidangan merupakan sebuah peristiwa sejarah bangsa yang

tidak boleh terlewatkan. Oleh sebab itu, tiap moment didalam

persidangan hams terdokumentasi, baik dalam bentuk audio

maupun visual. Salah satu bagian yang bertugas didalam

mendokumentasi jalannya rapat adalah Bagian Risalah. Tugas

yang diemban oleh Bagian Risalah salah satunya adalah

melakukan penyusunan transkrip Rapat Dewan Perwakilan Rakyat

hal ini sebagaimana tertuang didalam Persekjen Nomor 6 Tahun

2015 pasal 285 point d. Kemudian Sesuai dengan Peraturan

iVlenteh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tugas Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif telah diatur dalam BAB IV Bagian

Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang nsalah

legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan

dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan

anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem

risalah rapat serta pengembangan sistem risalah rapat legisltif.

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli

Pertama sesuai sebagai berikut:

1) mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat

sementara;

2) Melakukan Inventarisasi Hasil Transkrip,

Kelengkapan, Dan Bahan Rapat Untuk Penyusunan

Risalah Rapat Sementara;

3) memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk

penyusunan risalah rapat sementara;

4) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara

yang berbahasa Indonesia, berdasarkan;



a) jumlah halaman risalah rapat sampal dengan 50
halaman

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampal denaan
100 halaman

c) jumlah halar.ian risalah rapat 101 sampal dengan
150 halaman

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampal dengan
200 halaman

e) jumlah halaman risalah rapatdi atas 200 halaman

5) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara

yang berbahasa asing, berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampal dengan 50
halaman

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampal denqan
100 halaman

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampal denaan
150 halaman

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampal denqan
200 halaman

e) jumlah halaman risalah rapatdi atas 200 halaman

6) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara

yang berbahasa daerah berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampal dengan 50
halaman

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampal dengan
100 halaman

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai denqan
150 halaman

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai denqan
200 halaman

e) jumlah halaman risalah rapatdi atas 200 halaman

7) menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara

kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi

8) melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap

hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi

risalah rapat resmi

9} menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan

risalah rapat resmi yang meliputi:

a) bulanan

8



b) triwulan
c) semester
d) tahunan

10) melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang 3kan

dijadikan sebagai e-risalah

11) menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan

sebagai e-risalah

12) melakukan pembuatan e-risalah:

a) risalah rapat sementara
b) risalah rapat resmi
c) risalah rapat yang sudah divalidasi
d) catatan rapat
e) laporan singkat
f) himpunan risalah rapat

13) menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-

risalah yang meliputi:

a) bulanan
b) triwulan
c) semester
d) tahunan

14) menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah

15) menginventarisir dokumen softcopy e-risalah

16) membuat sistem database informasi risalah

17) melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database

sistem informasi risalah:

a) risalah rapat sementara
b) risalah rapat resmi
c) risalah rapat yang sudah divalidasi
d) catatan rapat
e) laporan singkat
f) himpunan risalah rapat

18) menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran

database risalah yang meliputi:

a) bulanan
b) triwulan
c) semester
d) tahunan



19) melakukan pengumpulan e-risalahyang akan

dipubikasikan

20) menginventarisir e-risalahyang akan dipublikasi

21) menelaah dan meminta persetujuan e-risalahyang akan

dipublikasikan;

22) melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet:

a) risalah rapat sementara
b) risalah rapat resmi
c) risalah rapat yang sudah divalidasi
d) catatan rapat
e) laporan singkat
f) himpunan risalah rapat

23) menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi

risalah dalam jaringan intranet/internet yang meliputi:

a) bulanan
b) triwulan
c) semester
d) tahunan

e-
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BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASMSU

1. ISU KE-1: BELUM ADANYA PEDOMAN INVENTARIS BAHAN

PEMBUATAN RISALAH SEMENTARA.

Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2017 menyebutkan

bahwa salah satu tugas perisalah Legislatif ahli pertama adalah

melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan

rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara. Proses

inventaris bahan rapat adalah proses pengumpulan bahan-

bahan rapat seperti: Transkrip, Daftar inventaris Masalah (DIM),

Laporan singkat, Bahan rapat dari pemerintah, daftar hadir, serta

undangan yang dikumpulkan kedalam satu folder dan diatur

berdasarkan agenda sidang.

Adanya sebuah inventaris bahan rapat sangat memudahkan

perisalah dalam penyusunan pembuatan risalah rapat karena

dengan lengkapnya sebuah data-data pendukung rapat, maka

akan mempercepat perisalah dalam menganalisa kondisi

jalannya rapat sehingga menghasilkan risalah yang valid dan

otentik. Selain itu dengan adanya inventaris mempermudah

didalam pencarian berkas, maka apabila sewaktu-waktu

diperiukan sebuah berkas secara mendadak dengan adanya

tatalaksana pengelolaan yang benar tidak akan periu kesulitan

didalam mencari.

Namun kondisi yang terjadi saat ini proses Inventaris tidak

berjalan. hal ini disampaikan oleli Diza sebagai salah satu

perisalah legislative "secara aturan memang tertulis dan dl SKP

juga ada, tapi faktanya kita hanya melakukan pengerjaan

transkrip." Adanya kemanfaatan didalam pembuatan inventaris

bahan rapat serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam
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menjalankan salah satu tugas. Penulis berencana membuat

sebuah draft pedoman standar inventarisas bahan pembuatan

risalah rapat.

1.1. PENYEBAB :

Meskipun didalam Permenpan RB No.26 Tahun 2017

Tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif pasal 7

telah menyinggung tentang kegiatan inventaris bahan

rapat, namun belum adanya petunjuk teknis (Juknis)

mengakibatkan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan

semestinya.

1.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN :

Dengan adanya proses inventarisasi bahan rapat

maka mempermudah perisalah untuk membuat sebuah

risalah rapat resmi yang Valid dan Otentika.

1.3 DAMPAK :

Jika proses inventarisasi tersebut tidak dilakukan maka

akan membuat proses pembuatan risalah semakin lama,

dan tidak adanya keteraturan dalam pendataan sebuah

dokumen akan mempersulit jika dikemudian hari Ingin

mencari sebuah dokumen.

2. ISU KE-2 : BELUM ADANYA DOKUMEN RISALAH YANG

AKSESIBEL TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA

Negara melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas menjamin adanya kemudahan guna

mendapatakan kesamaan serta kesempatan untuk

menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan

rapa T ha "da dilengkapi dengan :a. jenis dan sifat
pat b. dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan

dan hTnlX yang hadt" -endatatangi daftar hadir;
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negara dan masyarakat, termasuk memberikan kemudahan

dalam memperoleh informasi yang tertuang dalam Pasal 24.

Beberapa media yang digunakan Penyandang Tunanetra

dalam memperoleh informasi adaiah : (1) Buku dengan

menggunakan huruf braille; (2) memanfaatkan fasilitas voice to

text (]ika dokumen dalam format digital). Namun dalam proses

implementasi nya Penyandang Tunanetra tidak serta merta

mendapatkan kemudahan. Penyebabnya adaiah terbatasnya

buku dengan menggunakan huruf braille serta format dokumen

digital yang tidak begitu ramah jika menggunakanfasilitas voice

to text4.

Dokumen-dokumen iembaga legislatif baik cetak maupun

dalam format digital yang memang diperuntuhkan untuk

masyarakat umum juga tidak memperhatikan aspek

kemudahan terhadap Penyandang Disabilitas. Salah satunya

adaiah dokumen Risalah Rapat. Risalah rapatyang selama ini

sudah di publish baikdalam versi digital yang di upload melalui

website ataupun yang tercetak belum ada satupun yang

memperhatikan aspek tersebut.

2.1 PENYEBAB :

Belum adanya aturan yang tegas di dalam format

pembuatan dokumen risalah yang aksesibel terhadap

Penyandang Tunanetra sehingga dalam pembuatan

dokumen tidak memperhatikan aspek aksesibel terhadap

Penyandang Tunanetra.

2.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN :

Adanya dokumen risalah rapat yang aksesibel

terhadap para penyandang Tunanetra sehingga mereka

^littps://nasionfll komriRS com/rRnd/9016/0R/n?/nR9ni7Ql/^.iHnhV^h mpHin nniinp

memennhi.aksesihilifas.informnsi hagi ppnygndnng Hknhilitfls
Diakses pada tanggal 12Agustus 2019 Pukul 16:3o'
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bisa meperoleh informasi tentang aktifitas yang ada di

DPR serta wawasan tentang keparleman.

2.3 DAMPAK:

Dampak yang akan terjadi jika program tersebut tidak

dijalankan adalah yang memiliki keterbatasan dalam

pengeiihatan tidak dapat mengakses informasi terkait

dengan jalannya rapatdi DPR Rl.

3. ISU KE-3 : LAMBATNYA KOORDINASI BAGIAN RISALAH

DENGAN AKD SEHINGGA MENGHAMBAT DIDALAM

PROSES PENGERJAAN RISALAH.

Bagian risalah memiliki tanggung jawab terhadap proses

pembuatan risaiah rapat seluruh aktifitas rapat di DPR Rl.

Dalam proses pembuatan risalah membutuhkan bahan-bahan

rapat guna mempermudah didalam pembuatan risalah. Bahan

rapat diperoleh dengan mengambil langsung di Alat

Kelengkapan Dewan (AKD).

Kondisi dilapangan pengambilan bahan rapat mengalami

kendala, seperti kurangnya kerjasama yang baik dan ketika

petugas perisalah ingin mengambil bahan rapatterkadang juga

bahan2 rapat tidak lengkap. Oleh karena itu, guna

mempermudah didalam proses koordinasi khususnya dalam

pengiriman bahan rapat pemanfaat sharing Cloud menjadi

solusi apabila kondisi yang dicehtakan sebulumnya terjadi.

selain itu sharing Cloud juga bisa mempercepat proses

pengiriman jika dibuat sebuah komitmen bersama, bahkan

bahan rapat bisa didapatkan secara Real-time (sekaii waktu).

3.1 PENYEBAB :

Para pegawai baik di bagian Risalah maupun di AKD

masih menggunakan cara jemput bola, dan masih

banyaknya pegawai yang lupa dengan adanya sharing
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cloud.dpr.go.id menjadi penyebab mengapa koordinasi

pengambilan bahan rapat tidak dilakukan secara cepat

3.2 KONDISI YANG DIHARAPK^.N :

Dengan adanya pemanfaatan sharing cloud dpr.go.id

maka proses pengambilan bahan rapat semakin cepat

dan pembuatan risalah juga semakin cepat.

3.3 DAMPAK :

Dampak yang terjadi apabila program tersebut tidak

berjalan adalah proses pembuatan risalah rapat tidak

secepat pada saat pemanfaat sharing cloud yang

sebelumnya telah disebutkan diatas.

B. PEMILIHAN GAGASAN ISU

Satu isu akan dipilih dan akan di uji coba, proses pemilihan isu

tersebut menggunakan sebuah Teknik Analisa yang disebut USG

{Urgency, Seriousness, Growth). Teknik USG merupakan sebuah

Teknik analisa dengan memberikan point pada tiap komponen

indikator. Indikator-indikator yang menjadi bahan proses penilaian

antara lain :

U.seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti.
S ;seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya.
G:seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

Proses penilaian tersebut ber skala 1 - 5 dimana 1 menunjukan

angka yang rendah pengaruhnya dan 5 menunjukan nilai yang tinggi.

Berikut adalah hasil penentuan isu dengan menggunakan Teknik

analisis USG :
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Tabel 3.1

Teknik Analisis USG

NO ISU 11 S G TOTAL

1. Belum Adanya Pedoman Inventaris Bahan Rapat 5 4 4 13

2. Belum Adanya dokumen risalah yang aksesibel
terhadaD Denvandana tunanetra

3 3 5 11

3. Lambatnya kocrdinasi bagian risalah dengan AKD

sehingga menghambat didalam proses pengerjaan

risalah.

4 5 3 12

Tabel 3.1 Teknik Analisis USG

Isu pertama merupakan isu yang memiliki nilai tertinggi dari dua isu

lainnya. Hal ini dikarenakan Difihat dari aspek Urgensi (U) isu pertama

mendapatkan nilai sempurna, bukan tanpa alasan hal ini dikarenakan

belum adanya petunjuk pedoman inventaris Bahan Rapat merupakan point

yang dekat dengan pekerjaan penulis sebagai Perisalah Ahli Pertama.

Selain kedekatan Tugas dengan Isu yang diangkat proses inventarisasi

juga merupakan sebuah tahapan yang paling penting dan tidak boleh

dilewatkan karena dengan tidak berjalannya inventarisasi dapat

menyulitkan pegawai dibagian risalah untuk memproses pembuatan

risalah. Risalah rapat merupakan produk utama bagi seorang perisalah dan

terkadang perisalah dituntun untuk menyelesaikan risalah rapat dengan

waktu yang singkat, oleh karena itu nilai 5dirasa pantas diberikan pada isu

pertama.

Mengingat pentingnya untuk membuat suatu pedoman inventaris

bahan pembuatan risalah maka diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk

ditentukan apa solusi dari urgensi tersebut. Meskipun mendapatkan

perhatian tetapi proses pembuatan masih dapat dilakukan tentunya dengan

tingkat validitas dan kualitas yang rendah oleh karena itu penulis hanya

akan memberikan point 4 pada aspek Serious (S).

Dampak lebih lanjut apabila isu tersebut tidak mendapatkan

perhatian akan berdampak pada buruknya penilaian yang diperoleh di
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bagian risalah. Ha! ini dikarena tidak menjalankan tugasnya sebagaimana

mestinya, penulis memberikan point4 pada isu Growth (G)

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Dengan adanya pedoman inventarisasi bahan-bahan pembuatan

risalah rapat maka akan membantu Perisalain dalam mempercepat

pembuatan risalah resmi yang valid dan otentik. Selain itu juga dengan

adanya inventarisasi membantu dalam Memberikan data dan informasi

dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian dokumen.
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D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang diangkat

Gagasan Pemecahan
Isu

Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

a. Belum adanya pedoman inventaris bahan pembuatan risalah sementara.
b. Belum Adanya dokumen risalah yang aksesibel terhadap penyandang

tunanetra

c. Lambatnya Koordinasi Bagian Risalah Dengan AKD Sehingga IVlenghambat Didalam
Proses Pengerjaan Risalah.

Belum adanya pedoman inventaris bahan pembuatan risalah sementara.

Tersusunnya draft pedoman inventarisasi bahan pembuatan risalah sementara.

Tabel 3.2

Rancangan Aktualisasi

No.

1.

Kegiatan

Mengumpulkan
bahan/data

mengenai
Inventarisasi

Bahan

Pembuatan

Risalah Rapat.

Tahapan Kegiatan

1.1 Mengumpulkan bahan
atau data atau

kebijakan yang
berkenaan dengan
Inventarisasi dokumen
seperti UU yang
terkait dan juga
peraturan-peraturan
dan instansi atau

negara lain yang
berkaitan dengan
inventarisasi

dokumen.

Output/l-lasil

1.1.1 Kompilasi
peraturan-
perturan
terkait dengan
Inventarasisi

dokumen

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

Nilai Dasar PNS:

. Akuntabiiitas (Mencari
bahan atau data terbaik

merupakan cerminan
dari akuntabiiitas yang
adil)

. Etika Publllt (dengan
mencari bahan kebijakan
terbaik merupakan
sebuah sikap cerminan
yang cermat)
Komitmen Mutu

(dengan berorientasi

Kontribusi

Terhadap VisI Misi
Organisasi

Seluruh rangkalan
kegiatan ini
mendukung visi
organisasi yaitu
TenA/ujudnya
dukungan
persidangan Komisi
dan Persidangan
paripurna yang
profesional
akuntabel.

Penguatan Niiai
Organisasi

1. Akuntabel

2. Profesional

3. Integritas
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2. Koordinasi

terarah dengan
mentor dan

Menyusun
pedoman

2.1. Penjadwalan waktu
diskusi.

2.2. Koordinasi tentang
point apa yang bisa
dijadikan bahan

2.1.1 Jadwal

koordinasi

2.2.1 Laporan
singkat
mengenai

pada hasil maka

kegiatan tersebut

merupakan cerminan

dari komitmen mutu)
4, Nasionaltsme (dengan

mencantumkan nama

perorang atau lembaga
lain pada sumber

merupakan bentuk dari

Menghargai Karya Orang
Lain)

Reran dan Kedudukan:

1. Manajemen ASN
Bekerja cermat,
menghargai orang lain
merupakan bentuk

implikasi dari

Manajemen ASN. Tujuan
adanya Manajemen ASN
adalah menclptakan
ASN yang handal
sehingga rangkaian
kegiatan tersebut

merupakan tahap bagi
penulis untuk menjadi
seorag ASN yang
handal)

Nilai Dasar PNS:

Nasionalisme

(Memblcarakan materi
kepada mentor

merupakan bentuk dari

Rangkaian kegiatan
ini mendukung misi
organisasi yaitu:

a. mewujudkan
dukungan rapat
dan tata usaha

dalam

pelaksanaan
Fungsi DPR Rl
Bidang Legislasi,
Bidang Anggaran
dan Bidang
Pengawasan.

3. Mewujudkan
dukungan rapat
dan tata usaha

dalam

pelaksanan
Persidangan
Paripurna.
Mewujudkan
kebijakan
penyelenggaraan
dukungan
persidangan di
Komisi dan

Persidangan
Paripurna.
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inventaris

bahan rapat.
penyusunan draft

pedoman inventarisasi

dokumen, penentuan
AKD mana yang bisa
dijadikan sebagai
lokus aktualisasi.

2.3. Pembuatan draft

pedoman teknis

inventarisir bahan

rapat yang bersumber
dari point-point
kompilasi mater!
terkait dengan
Inventaris Dokumen.

2.3.1

diskusi terarah

dengan
mentor atau

atasan

Draft pedoman
penetapan
waktu kerja.

kerjasma yang
merupakan salah satu
indikator dari

nasionaiisme)
2. Akuntabilitas (Membuat

laporan hasil diskusi
intemal merupakan itikad
dari nilai akuntanbilitas

karena laporan
menjpakan media
adanya sebuah
akuntabilitas)
Etika Publtk (dalam
berkonsultasi

menggunakan tatanan
Bahasa yang santun
sehlngga menimbulkan
komunikasi dengan balk)

4. Anti Korupsi ( meminta
kepastian jadwal
merupakan upaya untuk
bersikap disiplin dan Itu
merupakan terapan dari
sikap anti korupsi)
Komitmen mutu (Point-
point yang dimasukan
pada draft

Inventarisasi

pembuatan
merupakan
masukan

sehlngga
menekankan

pedoman
bahan

risalah

hasil dari

mentor

penulls
adanya

sebuah kualitas terbaik.
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Rangkaian kegiatan
tersebut juga termasuk
kedatam komitmen mutu)

Peran dan Kedudukan:

1. Peiayanan Publik
Sikap disiplin, santun,
menjaga mutu
merupakan refleksi dari
Pelayanan Publik
karena didalam prinsip
pelayanan publik aspek
menekan sikap
kesantunan ketika

berbicara, efektif dan
efisien, transparan pada
laporan karena itu
merupakan pondasi
ketika berhadapan
langsung dengan publik
selaku pihak yang di
layani.

2. Whole of Governance

Interaksj dengan senior
serta mengupayakan
adanya kerjasama
dengan mentor untuk
menyusun pedoman
inventarisasi bahan

pembuatan risalah
adalah nilai penting yang
ditekankan didalam

materi Whole oi

Governance, Whole of
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3. Koordinasi

dengan Alat
Kelengkapan
Dewan serta

melakukan

komputerisasi
dokumen

3.1. Mencari informasi

agenda atau sudah
dilaksanakan.

3.2. Pengumpulan bahan-
bahan dalam rapat
yang sudah

dilaksanakan.

3.3. Melakukan Scan

dokumen-dokumen

yang berjenis hard file
untuk di convert

kedalam bentuk

digital.

3.1.1 Kalender

kegiatan
Rapat AKD

3.2.1 Dokumen

Bahan rapat
seperti
Undangan
Rapat, Daftar
Hadir, Daftar

Inventaris

Masalah.

3.3.1 Dokumen-

dokumen yang
sudah berubah

menjadi format
digital.

governance secara

singkat menjelaskan
tentang pentingnya
kerjasama antar instansi
untuk mencapai suatu
tujuan. Meskipun dalam
kegiatan ini tidak
melakukan kerjasama
dengan bagian lain
tetapi dengan
mengupayakan adanya
kerja sama dengan
mentor merupakan
bentuk pengaplikasian
terhadap sikap whole of
governance.

Nilai Dasar PNS;

1. Nasionalisme (adanya
koordinasi antara penulis
dengan AKD
mencerminkan nilai

gotong ronyong yang
dimanatkan didalam

Pancasila sehingga hal
tersebut masuk kedalam

pengamalan nilai

Nasionalisme)
Etika Publik (
berkomunikasi dengan
balk dan jelas
mengutarakan maksud
adalah cerminan dari

etika publik)
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3. Komitmen mutu

(Kegiatan djgitalisasi
dokumen merupakan
bentuk dari pemanfaatan
teknologi dan upaya
didalam effesiensi kertas

karena jika
menggunakan mesin
untuk meng copy berarti
akan banyak kertas
terbuang. Sehingga
kegiatan tersebut masuk
didalam komitmen mutu)

Peran dan Kedudukan:

1. Whole of Government

Seperti yang sudah
dipaparkan pada
pembahasan
sebelumnya adanya
sebuah kerjasama antar
lini merupakan salali
satu cerminan dari WOG.

Dalam kegiatan ini
peneliti akan

berkerjasama untuk
meminta data sehingga
hal tersebut bisa

dikatakan sebagai
penerapan nilai WOG

2. Pelayanan Publik
Upaya menciptakan
effesiensi terhadap
kertas merupakan salah
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Melakukan ujt
coba pedoman
inventarisasi

bahan-bahan

pembuatan
risalah.

4.1 Mempresentasikan
naskah awal kepada
pegawai bagian
risalah

4.2 Memlnta pegawai
bagian risalah untuk

melakukan uji coba
4.3 Sosialisasi terkait

dengan Pedoman
pelaksanaan
Inventarisasi bahan

pembuatan risalah
rapat Kepada AKD
yang terpllih

4.1.1

4.2.1

4.3.1

Kegiatan uji
coba

(Djbuktikan
dengan photo)
Mengetahui
masukan dan

saran agar

lebih baik.

satu nilai yang ada
dldalam prinsip
pelayanan publik.
Meskipun tidak ada
sebuah interaksi

pelayanan tetapi dengan
berinisiatif untuk

menciptakan efeslensi

merupakan modal untuk
menanamkan poin
tersebut sehlngga
kedepannya bisa
diterapkan pada
kegiatan lain khususnya
pada pelayanan ke
masyarakat.

Nilai Dasar PNS:

1. Akuntabilltas

(memberikan
dokumentasi pada saat
pelaksanaan merupakan
salah satu bentuk

akuntabilltas karena

dengan adanya laporan
dokumentasi maka

penulis ingin
menunjukan bahwa apa
yang dilakukan betui

adanya.)
Naslonalisme (meminta
masukan merupakan
bentuk dari pengamalan
sila ke-4 vakni
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permusyaratan keadilan.
Dari point tersebut dapat
diambil baliwa penulis
ingin menekankan nilai
nasionalisme didalam

kegiatan ini)
3. Etika publik

(Penggunaan kata yang
tepat pada saat

persentasi agar mudah
dimengerti oleh rekan
kerja merupakan sikap
penulis untuk

menciptakan komunikasi
yang baik.)
Komitmen mutu
(meminta masukan
rekan kerja guna
menciptakan
kesempuranaan draft
pedoman inventarisasi

bahan pembuatan
risalah merupakan salah
satu bentuk sikap
berorientasi pada hasil
sehingga kegiatan
tersebut termasuk

kedalam pengaplikasian
nilai komitmen mutu)
Anti Korupsi ( pada
pemaparan ini mungkin
sama dengan pada point
satu, tetapi disini penulis

ingin menenkan pada
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nilai kejujuran,
penyertaan dokumentasi
atas kegiatan sosialisasi
kepada rekan kerja
adalah sebuah upaya
untuk membuktikan

bahwa kegiatan
tersesbut benar

dilakukan)

Peran dan Kedudukan:

Whole of Government

Kerjasama dengan rekan
kerja yang lain serta
meminta masukan guna
terciptanya hasi! draft
pedoman inventarisasi
bahan pembuatan
risalah yang sempurna
merupakan bentuk
refleksi dari WOG.

label 3.2 Rancangan Aktualisasi

26



E. RENCANA JADWALKEGIATAN

No

Tabel 3.3

Rencana Jadwal Kegictan

KegiatanfTahapan Kegiatan

AGU

STUS

SEPThMBER • oKtm

Week Week Week

II III IBs pllfllc

Mengumpulkan bahan/data mengenai Inventarisasi Bahan Pembuatan Risalah Rapat.
- Mengumpulkan bahan atau data

atau kebijakan yang berkenaan
dengan Inventarisasi dokumen
seperti : UU yang terkait dan juga
peraturan-peraturan dari instansi
atau negara lain yang berkaitan
dengan inventarisasi dokumen.

Koordinasi terarah dengan mentor dan Menyusun pedoman inventaris bahan rapat.

- Penjadwalan waktu diskusi.

Koordinasi tentang point apa
yang bisa dijadikan bahan
penyusunan draft pedoman
inventarisasi dokumen,
penentuan AKD mana yang
bisa dijadikan sebagai lokus
aktualisasi.

- Pembuatan draft pedoman
teknis inventarisir bahan rapat
yang bersumber dari point-
point kompilasi materi terkait
dengan Inventaris Dokumen.

Koordinasi dengan Alat Keiengkapan Dev^an serta melakukan komputerisasi
- Mencari informasi agenda

rapat yang akan atau sudah
dilaksanakan.

Pengumpulan bahan-bahan
dalam rapat

- Melakukan Scan dokumen-

dokumen yang berjenis hard
file untuk di convert kedalam

bentuk digital.
Melakukan uji coba pedoman inventarisasi bahan-bahan pembuatan risalah.
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Mempresentasikan naskah
awal kepada pegawai bagian
risalah

- Memintr: pegawai bagian
risalah untuk melakukan uji
coba

Tabel 3.3 Rencana Jadwal Kegiatan

2S



BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Proses pelaksanaan aktualisasi semula akan dilaksanakan sesuai

dengan agenda yang te!ah ditetapkan pada bab rancangan aktualiasi.

Adanya beberapa kendala yang nanti akan dipaparkan pada sub-bab

lain membuat pelaksanaan aktuliasi tidak berjalan sesuai dengan apa

yang telah tersusun sebelumnya. Behkut ini adalah tabel waktu dari

pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang sudah berlangsung :

Tabel 4.1

Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

^ No. Kegiatan lahapan Kegiatan
Waktu

Pelaksanaan '

1. Mengumpulkan
bahan/data mengenai
Inventarisasi Bahan

Pembuatan Risalah

Rapat.

1.1. Mengumpulkan
bahan atau data atau

kebijakan yang
berkenaan dengan
Inventarisasi

dokumen seperti: UU
yang terkait dan juga
peraturan-peraturan
dari instansi atau

negara lain yang
berkaitan dengan
inventarisasi
dokumen.

30 Agustus - 4

September 2019

2. Koordinasi terarah
dengan mentor dan
Menyusun pedoman
inventaris bahan rapat.

2.1 Penjadvi^alan waktu
dtskusl.

5 September

2019

2.2. Koordinasi tentang
point apa yang bisa
dijadikan bahan
penyusunan draft
pedoman
inventarisasi

dokumen, penentuan
AKD mana yang bisa
dijadikan sebagai
lokus aktualisasi.

8. 11, 14, 16. 20

September 2019
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Koordinasi dengan
sekertariat Panitia Khusiis

sebagai salali satu
perwakilan Alat
Kelengkapan Dewan,

Melakukan uji coba
pedoman inventarisasi
bahan-bahan pembuatan
hsalah.

2.3. Pembuatan draft
pedoman teknis
inventarisir bahan
rapat yang bersumber
dari point-point
kompilasi mated
terkait dengan
Inventaris Dokumen.

3.1 Mencari Informasi
Agenda rapat yang
sudah berlansung

3.2 Pengumpulan bahan-
bahan dalam rapat
yang sudah
dilaksanakan.

3.3 Melakukan Scan

dokumen-dokumen
yang berjenis hard file
untuk di convert

kedalam bentuk

digital.
4.1 IVlelakukan

Sosialisasi

pedoman
Inventarisasi
pembuatan
sementara

beberapa
dengan
Perisalah

Pertama,
Madya

draft

bahan

risalah

kepada
pegawai
jabatan

Ahli

Muda, dan
dengan

mendatangi meja
secara langsung dan
menggunakan media
whatsapp, e-mail
untuk berkomunikasi

bagi pegawai yang
tidak berkesempatan
untuk melakukan
tatap muka.

4.2 Meminta pegawai
jabatan Perisalah Ahli
Pertama untuk
melakukan uji coba.

7, 9. 15, 18

September 2019

13 September

2019

13 September

2019

13-17

September 2019

23 September

2019

25 Semptember

2019
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5. Koordinasi terarah
dengan coach.

4.3 Meminta masukan

dari para pegawa
dengan jabatan
Persisalah Ahli

Pertam. Muda, dan
Madya dalam poin-
poin didalam
penyusunan draft
pedoman
inventarisasi bahan

pembuatan risalah
sementara.

5.1 Koordinasi terarah

dengan coach
membahas

penyusunan laporan
akhir aktualisasi

27 September

2019

11 dan 20

September 2019

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa banyak perubahan baik

dari segi metode serta tanggal pelaksanaan pada saat realisasi seluruh

rangkaian kegiatan seperti kegiatan 3 yang dilaksanakan disela-sela

kegiatan 2 dan juga ada tambahan kegiatan atau tahapan kegiatan

yang sebelumnya tidak tertuang didalam perencanaan kegiatan

aktualisasi. Berikut pemaparan tiap kegiatan yang kemudian dikaitkan

dengan subtansi pembelajaran :

1. KEGIATAN PERTAMA

Pada kegiatan ke satu penuiis melakukan pencarian sebuah

dokumen, laporan, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan

dengan proses inventarisasi sebuah dokumen {literature review).

Tujuannya adalah guna memperkaya wawasan penuiis didalam

menyusun draft pedoman inventarisasi bahan pembuatan risalah

sementara. Realisasi kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal

30 Agustus - 4 September 2019.

Proses pelaksanaan kegiatan pertama diawali dengan

tahapan mencari sebuah data secara on-line melalui laman daring

Google.com. Dari pencarian tersebut didapati bebarapa sumber

yang bisa dijadikan bahan pembuatan risalah antaralain :
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a. Upaya Penyelamatan Infbrmasi Melalui Proses

Digitalisasi Arsip Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yang ditulis oleh

Aulia Fahmi Dienillah, Athanasia Octaviani Puspita Dewi.

b. Digitization (Scanning) Procedure. Ditebitkan oleh EPA

Chief Information Officer.

Gambar4.1

Proses Literatur Review di Laman Daring

Gambar 4.1 Proses Literatur Review di Laman Daring
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Gam bar 4.2

Proses Literatur Review di Laman Daring

Gambar 4.2 Proses Literatur Review di Laman Daring

Guna memperkaya sumber informasi maka penuiis

melakukan penelurusan kembali di Perpustakaan DPR RIdari hasil

penelurusan di perpustakaan penuiis menemukan salah satu

peraturan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip. Dari keseluruhan

tersebut penuiis gunakan sebagai salah satu dasar penyusunan

draft pedoman.
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Gambar4.3

Proses Literatur Review dl Perpustakaan

4

1.1 KETERKAITAN DENGAN SUBTANSI PEMBELAJARAN

1.1.1. NILAI DASAR ANEKA

Dalam tahapan realisasi kegiatan penulis

merefleksikan beberapa nilai-nalai dasar aneka

antara lain ;

a) AKUNTABILITAS dan ANTI KORUPSI, adanya

bukti melalui sebuah media foto menjadi sebuah

bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan

tersebut benar dilakukan. Hal yang ingin penulis

sampalkan adalah bahwa penulis menempatkan

nilai kejujuran yang tidak lain merupakan

cerminan dari Akuntabilitas dan Anti Korupsi.

b) ETIKA PUBLIK, saat mencari sebuah data

penulis mendapatkan banyak sekali peraturan,

jurnal, dan laporan ilmah lalnnya. Namun penulis

hanya memllih Peraturan serta jurnal yang dinilai

penulis terbaik, aspek penilaian kebaharuan,

efektif dan efisien. Atas dasar tersebut penulis
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berkeslmpulan bahwa hal tersebut merupakan

cerminan dari sikap cermat, cermat merupakan

salah satu point yang di ajarkan didalam Etika

publik.

c) KOMITMEN MUTU, Dengan mencari dokumen

terbaik sebagai acuan untuk membuat sebuah

draft pedoman maka penulis berkomimetmen

untuk menciptakan sebuah draft pedoman yang

bermutu, karena dengan bahan terbaik maka

diyakini akan mengahsilkan sebuah pedoman

yang terbaik pula. Sehingga dalam hal tersebut

penulis meyakini bahwa tahapan tersebut telah

menerapkan nilai komitmen mutu.

d) NASIONALISME, dengan mencantumkan dari

mana sumber Itu berasal seperti siapa dan

lembaga apa yang menerbitkan maka penulis

ingin menampilkan sikap menghargai karya

orang lain yang merupakan salah satu Indikator

dari nilai Nasionalisme.

1.1.2. PERAN DAN KEDUDUKAN :

Bekerja secara cermat, menghargai karya

orang lain, serta beron'ntasi pada hasil merupakan

salah satu cerminan didalam MANAJEMEN ASN,

karena salah satu tujuan yang diharapkan dari

Manajemen ASN adalah menciptakan ASN yang

handal sehingga penulis berkeyaninan bahwa dari

nilai-nilai yang terkadung didalam tahapan ini

sudah menunjukan sikap untuk mengarah kepada

tujuan dari Manajemen ASN.
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1.1.3 PENGUATAN NILAI ORGANISASI

Dari paparan nilai-nilai dasar ANEKA serta

Reran dan Kedudukan maka dari rangkaian

kegiatan ditahapan satu sudah menekan nilai-nilai

organasisi Setjen dan BK DPR Rl yaitu

professional, akuntanbel, integritas.

Profesional terlihat dari bagaimana penulis

ingin menerapkan nllai komitmen mutu dan etika

publik. Kedua nilai dasar tersebut merupakan

modal untuk menciptakan pribadi yang

professional.

Kemudian dari sisi akuntabel dapat dilihat dari

penjelasan penerapan nilai-nilai aneka poin

akuntabilitas yang melampirkan sebuah

dokumentasi pelaksanaan tahapan dan yang

terakhir nilai integritas. Integritas merupakan

sebuah komitmen untuk bekerja sesuai dengan

apa yang sudah menjadi kewajiban dengan

menerapkan nilai-nilai aneka serta berupaya

menjalankan rangkaian kegiatan seusia dengan

jadwal yang ada. Maka sudah terlihat nilai

integritas didalam penulis.

2. KEGIATAN KEDUA

Setelah mendapatkan bahan yang diyakini oleh penulis

tepat untuk menjadi pertimbangan didalam membuat draft

pedoman inventarisasi bahan pembuatan risalah rapat

sementara, maka pada kegiatan kedua penulis mulai membuat

sebuah rancangan draft pedoman. Dalam penyusunannya

penulis menyertakan mentor guna menyempurnakan dalam

tatanan Bahasa sehingga mendekati sebuah draft yang baik.
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Dari kegiatan tersebut maka penulis membagi kedalam tiga

tahapan yaitu : (1) menentukan waktu diskusi kepada mentor; (2)

Dikusi terah dengan mentor; (3) Pembuatan draft Inventarisasi

Bahan Pembuatan Risalah Rapat Sementara. Kegiatan Ini

berlangsung pada tanggai 5-20 September 2019 Ketiga

tahapan terebut mengahasilkan sebuah output yakni berupa foto

serta laporan singkat (Lapsing) hasil konsultasi dengan mentor

(Lapsing nanti akan dipaparkan pada lampiran).

Gam bar 4.4

Konsultasi dengan mentor

Gambar4.4 Konsultasi dengan Mentor

2.1 KETERKAITAN DENGAN SUBTANSI PEMBELAJARAN

2.1.1 NILAI DASAR ANEKA

Dalam tahapan realisasi kegiatan penulis

merefleksikan beberapa nilai-nilai dasar aneka antara lain

a) NASIONALiSME, adanya inisiasi untuk

menyertakan mentor dalam memberikan

masukan terkait point-point apa saja yang nanti

bisa dimasukan kedalam pembuatan draft

pedoman inventarisasi merupakan refleksi dari
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sikap gotong royong yang tidak lain sikap lain

tersebut merupakan salafi nilai yang terkandung

didalam Nasionalisme.

b) AKUNTABILITAS, membuat sebuah laporan

singkat dari Inasil konsultasi dengan Mentor

merupakan media dari bentuk

pertanggungjawaban penulis baliwa kegiatan

tersebut benar dilakukan, dan laporan

merupakan sebuah media dari adanya sebuah

akuntabilitas.

c) ETIKA PUBLIK, Pada saat berdlskusi dengan

mentor penulis menggunakan Bahasa yang

santun dan hormat sehingga proses komunikasi

berjalan baik.

d) KOMITMEN MUTU, dengan meminta masukan

dari mentor yang dianggap memiliki kompetensi

lebih, diyakini akan menentukan sebuah point

terbaik untuk dimasukan kedalam draft pedoman

inventarisasi bahan pembuatan risalah

sementara. Sehingga dalam hal ini penulis

memiliki sikap berorintasi pada kualitas.

e) ANTI KORUPSI, Dengan meminta jadwal untuk

melakukan diskusi dengan mentor merupakan

salah satu upaya penulis untuk menerapakan

kedisiplinan. Kedisiplinan itu sendiri merupakan

salah turunan nilai dari Anti Korupsi.

2.1.2.PERAN DAN KEDUDUKAN :

a) PELAYANAN PUBLIK

Sikap disiplin, santun, menjaga mutu

merupakan refleksi dari Pelayanan Publik karena

didalam prinsip pelayanan publik aspek menekan
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sikap kesantunan ketika berbicara, efektif dan

efisien, transparan pada laporan karena itu

merupakan pondasi ketika berhadapan langsung

dengan publik selaku pihak yang di layani.

b) WHOLE OF GOVERNANCE

Interaksi dengan senior serta mengupayakan

adanya kerjasama dengan mentor untuk

menyusun pedoman Inventarisasi bahan

pembuatan risalah adalah niiai penting yang

ditekankan didalam materi Whole of Governance,

Whole ofgovernance secara singkat menjelaskan

tentang pentingnya kerjasama antar instansi

untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun dalam

kegiatan ini tidak melakukan kerjasama dengan

bagian lain tetapi dengan mengupayakan adanya

kerja sama dengan mentor mempakan bentuk

pengaplikasian terhadap sikap whole of

governance.

2.1.3 PENGUATAN NILAI ORGANISASI

Dari paparan nilai-nilai dasar ANEKA serta

Reran dan Kedudukan maka dari rangkaian

kegiatan ditahapan dua sudah menekan nilai-nilai

organasisi Setjen dan BK DPR Rl yaitu

professional, akuntanbel, integritas.

Niiai professional sama pada sub bab 1.1.3

bahwa dalam kegiatan ini penulismenerapkan niiai

komitmen mutu serta etika publik yang menjadi

tambahan didalam pelaksanaan kegiatan kedua

adalah penerapan niiai nasionalisme yang

tergambarkan dari adanya kemuan penulis untuk

bekerja sama dengan mentor untuk menghasilkan
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sebuah draft pedoman yang baik. Keriasama

merupakan salah satu bagian dari nilai

profesionalisme.

Kemudian dari sisi akuntabel dapat dilihat dari

penjelasan penerapan nilai-nilai aneka poin

akuntabilitas yang melampirkan sebuah

dokumentasi pelaksanaan tahapan dan yang

terakhir nilai integritas. Integritas merupakan

sebuah komitmen untuk bekerja sesuat dengan

apa yang sudah menjadi kewajiban dengan

menerapkan nilai-nilai aneka serta berupaya

menjalankan rangkaian kegiatan seusia dengan

jadwal yang ada. Maka sudah teriihat nilai

integritas didalam penulis.

3. KEGIATAN TIGA

Pada saat pembuatan draft sesuai dengan arahan mentor

penulis melakukan uji coba terlebih dahulu sehingga disela-sela

pembuatan draft, penulis melakukan kegiatan tiga yakni

mendatangi AKD guna koordinasi serta meminta dokumen-

dokumen pendukung rapat. Karena jadwal rapat dan kunjungan

kerja (Kungker) yang begitu padat maka penulis hanya

berkoordinasi langsung dengan salah satu sekertariatan yaitu

Sekertarian Panitia Khusus (Pansus). Kegiatan ini beriangsung

pada tanggal 13 September sehingga nantinya pelaksanaan uji

coba bisa berjalan.

40



Gambar4.5

Koordinasi dan Meminta Bahan Pembuatan Risalah

kepada Sekretarait Pansus

Gambar4.5 Koordinasi dan Meminta Bahan Pembuatan

Risalah kepada Sekretariat Pansus

Selain berhubungan langsung dengan Pansus penulis juga

melakukan digitalisasi dokumen guna meng /npufdokumen yang

tadinya berbentuk kertas (analog) dan diubah menjadi digital

kedalam komputer untuk proses uji coba dan sosialisasi. Kegiatan

digitalisasi dilaksanakan pada tanggal 13-17 September 2019.

Gam bar 4.6

Proses Digitalisasi Dokumen
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Gambar 4.7

Contoh Dokumen Yang Sudah Di Digitalisasi

i£

Gambar 4.7 Dokumen yang sudah di gitalisasi

3.1 KETERKAITAN DENGAN SUBTANSI PEMBELAJARAN

3.1.1. NILAIDASARANEKA

a) NASIONALISME, adanya koordinasi antara

penulis dengan Pansusmencerminkan nilai gotong

ronyong yang diamanatkan didalam Pancasilas

sehingga hal tersebut masukkedalam pengamalan

nilai Nasionalisme.

b) ETIKA PUBLIK, berkomunikasi dengan baik dan

jelas mengutarakan maksud adalah cerminan dari

etika publik yang salah satu poin pembelajarannya

adalah menekankan tentang komunikasi.

c) KOMITMEN WIUTU, Kegiatan digitalisasi dokumen

merupakan bentuk dari pemanfaatan teknologi dan

^Gotong royong ini juga merupakan pengamalan pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan di dalam ketetapan MPR dengan nomor
No.ll/MPR/1978 dan No.l/MPR/2003 di mana kedua ketetapan ini menyebutkan salah satu butir
dari pancasila sila kelima adalah GOTONG ROYONG
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upaya didalam efesiensi kertas karena jika

mBnggunakan mesin untuk meng copy berarti akan

banyak kertas terbuang. Sehingga kegiatan

tersebut masuk didalam komitmen mutu.

3.1.2. RERAN DAN KEDUDUKAN

a) WHOLE OF GOVERNANCE

Seperti yang sudah dipaparkan pada

pembahasan sebelumnya adanya sebuah

kerjasama antar lini merupakan salah satu

cerminan dan WOG. Dalam kegiatan ini peneliti

akan berkerjasama untuk meminta data sehingga

lial tersebut bisa dikatakan sebagai penerapan

nilai WOG.

b) PELAYANAN PUBLIK

Upaya menclptakan effesiensi terhadap kertas

merupakan salah satu nilai yang ada didalam

prinsip pelayanan publik. Meskipun tidak ada

sebuah interaksi pelayanan tetapi dengan

berinisiatif untuk menciptakan efesiensi

merupakan modal untuk menanamkan poin

tersebut sehingga kedepannya bisa diterapkan

pada kegiatan lain khususnya pada pelayanan ke

masyarakat.
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3.1.3 PENGUATAN NILAI ORGANISASI

Dari paparan nilai-nilai dasar ANEKA serta

Reran dan Kedudukan maka dari rangkaian

kegiatan ditahapan satu sudah menekan nilai-

nilai organasisi Setjen dan BK DPR Rl yaitu

professional, akuntanbel, integritas. Sama seperti

yang dipaparkan sebelumnya di sub bab

sebelumnya dimana penerapan nilai dasar

ANEKA merupakan suatu modal untuk bisa

menguatkan nilai organisasi.

4. KEGIATAN KE EMPAT

Kegiatan ke empat penulis nfielakukan sosialisasi kepada

pegawai bagian risalah. Kegiatan ini beriangsung pada tanggal

23 September 2019.

Gambar4.8

Sosialisasi kepada Pegawai Perisalah

Gambar4.8 Sosialisasi kepada pegawai perisalah
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Setelah dilakukan sosialisasi penulis beserta beberapa

pegawai melaksanakan uji coba secara langsung.

Gambar 4.9

Pelaksanaan Uji Coba Yang di Saksikan Sebagian Pegawai
Risafah

Seiain sosialisasi serta uji coba penulis juga meminta

masukan kepada pegawai jika dirasa ada point-point yang

kurang atau ada saran lain yang lebih efektif sehingga draft

pedoman ini mencapai kesempurnaan dan mudah untuk

dipergunakan. Dalam pelaksanaan tahapan ini tidak hanya

dilakukan pada saat penulis melakukan sosialisasi tetapi penulis

juga memanfaat media whatsapp serta e-mail untuk

berkonsultasi kepada pegawai.
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Gambar4.10

Proses Konsultasi Dengan menggunakan Media Whatsapp

jni ys dimaksud hanya inventarisasi
bahan rapatnya saja ata merujuk pas
8 permenpan huruf a no 2..?

kalau huruf a no 2 berarti ada hasil

transkrip..kelengkapan dan bahan
rapat...

Bu Tami

111! yt-i till I I IIivc-nti.'iost

I Lip.lf. .y^i .It;, >1 l».-| lilllk ll.JJi a

(ii-r ft I luf or in IK., >

lya bu kalo saya dalanri penyusunan-
nya merujuk pada pasal 7 poln a ayat
2. Rencananya bahan serta transkrip-
nya nanti saya akan lampirkan saat

penyusunan iaporan bu . ,

Atau baiknya bagaimana ya bu ??

sebaiknya ambil nomor 2 jadi
semuanya saja. kan nantinya
dikurnpulkan jadi 1 folder utk bahan
pernbuatan risalah..?

Hasil dari kegiatan sosialisasi serta uji coba tersebut

menghasilkan sebuah output berupa masukan terkait dengan

teknis pelaksanaan inventarisasi bahan pernbuatan risalah.

Selain itu juga dari pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui

bahwa draft pedoman inventarisasi bahan pernbuatan risalah

mendapat respon postif dari pegawai dan berharap hal tersebut

dapat segera di terapkan.

4.1 KETERKAITAN DENGAN SUBTANSI PEMBELAJARAN

4.1.1 NILAI DASAR ANEKA

a) AKUNTABILITAS Dan ANTIKORUPSI, memberikan

dokumentasi pada saat pelaksanaan merupakan

salah satu bentuk akuntabilitas karena dengan

adanya Iaporan dokumentasi maka penulis ingin

menunjukan bahwa apa yang dilakukan betui adanya.
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b) NASIONALISME, meminta masukan merupakan

bentuk dari pengamalan sila ke-4 yakni

permusyaratan keadilan yang jika disederhanakan

salah satu pengamalannya adalah dengan

pelaksanaan musyawarah. Dari point tersebut dapat

diambil bafiwa penulis ingin menekankan nilai

nasionalisme didalam kegiatan ini.

c) KOMITMEN MUTU, meminta saran kepada rekan

kerja guna menghasilkan sebuah draft pedoman

inventarisasi bahan pembuatan risalah yang

mendekati kesempurnaan sehingga kedepannya

pedoman ini menjadi sebuah kemanfaat bagi banyak

pihak. Dari tahapan tersebut penulis ingin menunjukan

bahwa dalam tahapan ini penulis memiliki orientasi

pada hasil dimana hasil tersebut nanti bisa bermafaat

bagi banyak pihak sehingga menurut pandangan

penuiis tahapan tersebut merupakan cerminan dari

komltmen mutu.

d) ETIKA PUBLIK, dalam penyampaian ketika

sosiaiisasi serta konsultasi pada pejabat madya

sebisa mungkin penuiis menggunakan bahasa yang

santun dan tertata sehingga maksud dan tujuan baik

dari sosiaiisasi serta konsultasi dapat mudah dipahami

dan diterima oleh semua pihak sehingga dapat

dikatakan bahwa dengan komunikasi yang baik

merupakan sebuah pengamalan dari nilai dasar etika

publik.
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4.1.2 PERAN DAN KEDUDUKAN

Kerjasama dengan rekan kerja yang lain serta

meminta masukan guna terciptanya hasil draft pedoman

inventansasi bahan pembuatan risalah yang sempurna

merupakan bentuk refleksi dari Whole Of Governance

(WOG).

4.1.3 PENGUATAN NILAI ORGANISASI

Rangkaian tahapan dari kegiatan empat merupakan

bentuk dari penguatan nilai-nilai organisasi sama seperti

yang telah dijelaskari pada sub bab-sub bab sebelumnya

penerapan nilai Komitmen Mutu, Akuntabilitas,

Nasionalisme, serta Etika publik merupakan suatu sikap

untuk mengamplikasikan juga nilai organisasi yaitu

Profesional, Infegritas. Akuntabel.

KEGIATAN LIMA

Pada kegiatan lima guna penyempurnaan laporan aktualisasi

penulis juga melaksanakan konsultasi kepada coach. Kegiatan

konsultasi dilaksanakan disela-sela realisasi tahapan-tahapan

kegiatan lainnya. Proses konsultasi pertama dilaksanakan pada

tanggal 11 September 2019. Dari konsultasi pertama dipahami

bahwa arahan dari coach adalah untuk menjabarkan nilai-nilai

dasar aneka secara men-detail. Kemudian konsultasi kedua

dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Konsultasi kedua

merupakan evaluasi dari konsultasi sebelumnya sehingga coach

memberikan masukan terhadap karya penulis terhadap poin-poin

yang dirasa masih kurang tepat seperti estetika penulisan serta

penjabaran keterkaitan kegiatan dengan subtansi pembelajaran.
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Gambar4.11

Konsultasi Dengan Coach

Gambar 4.11 Konsultasi dengan Coach

5.1 KETERKAITAN DENGAN SUBTANSI PEMBELAJARAN

5.1.1 NILAIDASARANEKA

a) AKUNTABILITAS, memberikan dokumentasi pada

saat pelaksanaan merupakan salah satu bentuk

akuntabilitas karena dengan adanya laporan

dokumentasi maka penulis ingin menunjukan bahwa

apa yang dilakukan benar adanya.

b) NASIONALISME, pada saat penyusunan laporan

sebisa mungkin penulis menggukan Bahasa

Indonesia yang baik dan benar. Dari kegiatan

tersebut penulis ingin menampilkan kecintaan

terhadap identitas bangsa. Oleh karena itu tahapan

tersebut merupakan cerminan sikap yang tertuang

didalam nilai nasionalisme.

c) ETIKA PUBLIK, pada saat konsultasi coach

menggunakan Bahasa yang santun dan mudah

dimengerti sehingga hal tersebut merupakan

cerminan dari nilai dasar etika publik
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d) KOMITMEN MUTU, dalam pelaksanaan kegiatan

konsultasi dengan coah penulis meminta masukan

bagaimana memaparkan sebuah gagasan secara

efesien dan efektif sehingga dalam tahapan tersebut

merupakan sebuah sikap untuk mencapai komitmen

mutu.

5..2. RERAN DAN KEDUDUKAN

Kegiatan lima bertujuan untuk menghasilkan

sebuah laporan yang memiliki kualitas yang baik.

Kualitas yang baik bukan terlihat dari seberapa banyak

lembar halaman yang dihasilkan melainkan memenuhi

asas efektif dan efisiensi. Oleh karena itu penulis

meiakukan konsultasi sesering mungkin guna mencapai

tujuan tersebut. Sikap yang ingin digambarkan pada

kegiatan ini merupakan cerminan dari tujuan

Manajemen ASN karena bentuk output dari IVIanajemen

ASN adalah menciptakan pribadi ASN yang

professional, tanggung jawab.

Bentuk sikap professional yang tercermin ketika

penulis dengan menjalankan arahan dari coach secara

maksimal. Kemudian dari sisi tanggung jawab terlihat

dan ambisi penulis untuk menciptakan sebuah laporan

yang mendekati kesempurnaan bukan sebuah laporan

yang terkesan asal-asalan, atau jika disederhakan

penulis bertanggungjawab atas apa yang penulis mulai.
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B. STAKE HOLDER

Pihak yang terlibat dalam aktualisasi ini terdiri atas pihak

internal dan eksternal. Pihak internal yang dimaksud disni adalah

pihak-pihak yang berada pada bagian risalah dan eksternal adalah

pihak diluar bagian risalah :

TABEL4.2

STAKE HOLDER

PIHAK INT|RNAL PIHAK EKSTERNAL

1. Kepala Bagian Risalah 1. Sekretariat Panitia

2. Pegawai Bagian Risalah Khusus

label 4.2 S take Holder

C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Pada Bagian ini akan dipaparkan terkait dengan apa saja

yang menjadi sebuah hambatan didalam pelaksanaan program ini.

berlkut adalah tabelnya ;

TABEL 4.3

KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

NO KEGIATAN

Koordinasi

dengan Mat
Kelengkapan
Dewan

Sosialisasi serta

melakukan uji
cobs pedoman

inventarisasi

bahan-bahan

1.1,

KENDALA

Agenda rapat, Jadwal

kunjungan kerja yang

begitu padat

mengakibatkan

penulis kesulitan untuk

melakukan koordinasi

kepada seluruh AKD

atau AKD yang semula

ingin penulis jadikan

locus pembuatan

laporan ini.

2.1. Keterbatasan waktu

serta sulitnya

menentukan waktu

STRATEGI MENGATASI

KENDALA

3.1.1 Dengan keterbatasan

waktu serta penulis juga

mendapatkan masukan

dari Mentor maka dalam

pelaksaan kegiatan ini

penulis bekerjasama

dengan satu AKD yaltu

Sekertariat Panitia

Khusus.

4.1.1 Dalam proses sosialisasi

penulis hanya memilih

pegawai dengan jabatan
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pembuatan

risalah
yang tepat untuk

mengumpulkan

pegawai bagian risalah

karena adanya

penugasan di AKD

mengakibatkan

kegiatan sosialisasi

danuji coba fdakdapat

dilaksanakan dengan

metode seminar.

perisalaii ahli pertama.

4.1.2 Pelaksanaan sosialisasi

juga dilaksanakan dengan

cara mendatangi meja

para pegawai yang berada

diruangan dengan kriteria

dimaksud sebelumnya.

label 4.3 Kendala dan Strategi mengatasi Kendala

D. ANALISIS DAMPAK

Pada sub bab ini penulis akan bercerita dampak apa yang

akan terjadi apabila inovasi tersebut tidak terealisasi. Dalam sub

bab mi akan terbagi kedalam dua pembahasan yaitu dampak

pada hasil inisiatifdan Nilai-nilai DasarANEKA.

1.HASIL INISIATIF

1.1 INDIVIDU

Dampak langsung apabila inovasi tersebut tidak

terealisasi pada individu lebih menekankan pada dampak

pekerjaan kedepannya dimana tidak adanya sebuah

pedoman inventarisasi akan membuat kebingunan dalam

menata kelola berkas bahan risalah. Efek selanjutnya

adalah pembuatan risalah akan mengalami sebuah

kendala didalam penyempurnaan.

1.2 UNIT ATAU ORGANISASI

Apabila tidak ada pedoman inventarisasi bahan

pembuatan nsalah akan berdampak pada tata kelola

dokumen yang tidak teratur sehingga berdampak pula
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pada keterbatasan data yang informatif didalam

pembuatan hsalah. Selain itu, apabila tidak adanya tata

kelola yang baik akan berdampak pula pada penilaian

ketika dilakukan sebuah audit baik secara internal

maupun eksternal.

2. NILAIDASARANEKA

Selain akan berdampak pada hal teknis tidak adanya

pedoman inventarisasi dokumen juga akan berdampak pada

nilar-nilai dasar ASN yakni ANEKA (Akuntabilitas,

Nasionahsme, Etika Pubiik, Komitmen mutu, Anti Korupsi)

beikut adalah penjelasan .

2.1 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah sebuah pehaman terhadap bentuk

pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan,

produk yang dihasilkan, keputusan dan kebijakan. Indikator

untuk penllaian akuntabilitas antara lain : Jujur, Integritas,

Kejelasan kewenangan, Konsiten, Adil, Netral, Konsisten,

iVIendahulukan kepetingan pubiik.

Dan paparan tersebut dapat ditarik sebuh kesimpulan

bahwa dengan tidak diterapkannya akuntabilitas pada

rangkaian kegiatan aktualisasi ini adalah tidak terlaksanaanya

seluruh kegiatan yang sudah dicanangkan didalam rancangan

aktuahsasi. Hal tersebut juga akan berdampak pada sikap

penulis yang tidak mencerminkan nilai integritas karena salah

satu bentuk integritas adalah kesesuaian tindakan dengan

apa yang diucapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat

penting untuk diterpak.

Kemudian dengan tidak adanya sebuah pedoman

inventarisasi bahan pembuatan risalah maka dari segi

organisasi tidak memiliki sikap tanggungjawab karena
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orgnisasi telah diamanatkan didalam peraturan Menpan RB

untuk melaksanakan inventaris bahan-bahan pembuatan

risalah tetapi denqan tidak adanya pedmoman berdampak

pula tidak berjalannya proses tersebut. Kemudian dengan

ketidak adanya sebuah pedoman maka berdampak pula tidak

adanya sebuah indikator keberhasilan pelaksanaan oleh

karena itu orgnisasi juga tidak melaksanakan kejelesan target.

Individu ASN juga tidak bisa menerapkan nilai Akuntabilitas

seperti kurangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaanya,

kemudian tidak adanya transparansi apakah hasil

pekerjaanya sudah dianggap mendetail atau belum.

2.2 NASIONALISME

Nasionalisme yang dimaksud didalam nilai-nilai dasar ASN

adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalam

ideologi negara, jika ditarik secara subtantif antara lain :

Hormat menghormati, kerjasama, tidak memaksakan

kehendak, jujur amanah, adil, persamaan derajat, Tidak

disknminatif, membela kebenaran. persatuan, rela berkorban,

cinta tanah air, memelihara ketertiban, Disiplin, musyawarah,

kekeluargaan, menghormati keputusan, Kepentingan
bersama.

Dalam paparan rangkaian tahapan kegiatan sala satu point

yang senng disebut dari indikator nilai nasionalisme adalah

musyawarah. Dengan tidak diterapkannya nilai nasionalisme

draft pedoman yang dibuat oleh penulis tidak akan

mengakomidir kepentingan dan kebutuhan dari pegawai

bagian nsalah atau draft pedoman tersebut bersifat egois.

Kemudian dengan ketidak tersediaanya pedoman teknis

inventarisasi dokumen berarti tidak akan terciptanya sikap
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pemeliharaan ketertiban serta kedisiplinan terhadap

pengelolaan dokumen bahan pembuatan risalah rapat.

2.3 ETIKA PUBLIK

Menjadi seorang ASN bukan hanya mengemban sebuah

jabatan tetapi juga harus tergambar dari sikap dan tutur kata

yang baik dimasyarakat. Oleh karena itu guna membentuk

karakter ASN yang baik maka didalam nilai dasar ASN ditekan

bagaimana seorang ASN bersikap atau disebut dengan Etika

Publik. Point yang tertuang didalam Etika Publik antara lain :

Jujur, Bertanggungjawab, Integntas tinggi, Cermat, Disiplin,

Hormat, Sopan, Taat pada peratutan perundang-undangan,

taat perintah, menjaga rahasia.

Tidak diterapkan etika publik pada pelaksanaan tahapan

kegiatan akan berdampak pada gaya komunikasi penuiis yang

tidak baik hal tersebut akan berdampak pada beberapa out

put yang tidak akan tercapai seperti tidak adanya koordinasi

antara penuiis dengan mentor dan AKD kemudian tidak

tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penuiis yang

bisa dijadikan sebagai refrensi didalam pengerjaan

aktualisasl.

Sementara dari sisi ketidaktersediaan draft pedoman

antara lain, Permenpan RB nomor 26 Tahun 2017 telah

mengatur salah satu tugas dari perisalah adalah melakukan

inventarisasi bahan rapat. Namun dengan tidak adanya

sebuah pedoman maka tidak adanya sebuah upaya untuk

implementasi tugas yang telah dimanahkan Perundangan-

undangan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa

dampak yang akan terjadi bila program aktualisasi ini tidak

terlaksana, maka tidak terlaksana pula Etika publik di bagian

risalah.
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rapat yang diselenggarakan oleh DPR Rl antara lain :

a. Rapat Paripurna;

b. Rapat Paripurna Luar Biasa;

C. Rapat Pimpinan DPR;

d. Rapat Konsu'tasi

e. Rapat Badan Musyawarah

f. Rapat Komisi;

g. Rapat Gabungan Komisi;

h. Rapat Badan Legislasi;

i. Rapat Badan Anggara;

j. Rapat BURT;

k. Rapat BKSAP;

I. Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;

m. Rapat Panitia Khusus;

n. Rapat Panitia Kerja;

0. Rapat tim;

p. Rapat Kerja;

q. Rapat dengarPendapat;

r. Rapat dengar Pendapat Umum; dan

S. Rapat Fraksi.

4. Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

5. Rapat terbuka sebagaimana dimaksud nomor (3) adalah rapat yang selain dihadiri

oleh Anggota juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang

maupun yang tidak diundang.

6. Rapat Tertutup sebagaimana dimaksud nomor (3) adalah rapat yang hanya boleh

dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

7. Bahan pembuatan risalah rapat sementara adalah dokumen-dokumen yang

diperuntukan untuk membuat sebuah risalah rapat sehingga memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud nomor (1) antara lain :

a. Undangan Rapat;

b. Daftar hadir;

c. Laporan singkat;



2.4 KOMITMEN MUTU

Komitmen mutu merupakan sebuah gagasan yang

diberikan individu atau kelompuk untuk menciptakan sebuah

output yang efektif, efisiensi, dan inovasi. Pedoman

inventarisasi merupakan sebuah inovasi dibagian risalah. Hal

ini dikarenakan sebelumnya belum ada sebuah pedoman

inventarisasi dokumen. Oleh karena itu jika program ini tidak

terlaksana maka tidak akan adan sebuah inovasi dan sekaligus

tidak mengamalkan nilai komitmen mutu.

Kemudian jika komitmen mutu tidak diterapkan pada

pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah tidak akan

terciptanya sebuah draft pedoman serta pada tahapan ke-2 di

kegiatan ketiga akan banyak kertas yang terbuang jika penulis

tidak memiliki insiatif untuk melakukan efektifitas terhadap

kertas.

2.5ANTI KORUPSI

Anti Korupsi adalah sikap keteguhan untuk tidak

memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Cerminan

sikap dari anti korupsi antara lain : Jujur, Disiplin, Tanggung

jawab, Kerja keras, Sederhana, Mandiri, Adil, Berani, Peduli.

Nilai anti korupsi sangat penting diterapkan pada keseluruh

rangkaian kegiatan aktualisasi, dengan adanya nilai anti

korupsi maka laporan ini menunjukan adanya sebuah

kejujuran. Jika tidak seluruh rangkaian yang dicehtakan pada

laporan ini bersifat fiktif, oleh karena nya disetiap kegiatan

ditampilkan bukti pelaksanaan tahapan kegiatan. Kemudia

jika dilihat dari ke tidak tersediaan pedoman maka akan

berdampak pada ketidak pedulian didalam pengaturan berkas

bahan- bahan pembuatan risala sehingga bisa dianggap tidak

merefleksiakan nilai-nilai Anti Korupsi
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu tugas yang tertera didalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia No. 26 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif Pasai 7 sub a Ayat 2 menyebutkan bahwa

perisalah legislatif ahli pertama melakukan inventarisasi hasil

transkrip, kelengkapan, dan bahan rapatuntuk penyusunan risalah

rapat sementara. Namun sayangnya kegiatan inventarisasi belum

berjalan sebagaimana mestinya hal ini di karenakan belum adanya

sebuah pedoman baku tentang bagaimana melakukan

inventarisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis

berinisiatif membuat draft pedoman inventarisasi bahan pembuatan

risalah sementara.

Rangkain penyusunan berjalan kurang lebih satu bulan,

dengan waktu yang singkat penulis berupaya membuat sebuah

draft pedoman yang bisa diterima oleh seluruh pegawai dibagian

risalah. Hasil output dari rangkaian aktualisasi ini adalah

terbentuknya draft pedoman inventarisasi bahan pembuatan

risalah sementara dan leaflet pedoman. Dengan adanya pedoman

inventarisasi maka akan ada keselarasan didalam pengelolaan

penyimpanan bahan pembuatan risalah.

Beberapa hambatan didalam penyusunan draft pedoman ini

seperti keterbatasan waktu, ketidak sesuaian antara penulis

dengan beberapa stake holder yang terlibat didalam penyusunan

laporan, keterbatasan sumber refrensi untuk penyusunan draft.

Meskipun mengalami Kendal, dengan dibantu oleh banyak pihak

seperti mentor, pegawai dibagian risalah, serta coach hambatan

tersebut penulis bisa mengatasi.
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Selain itu penerapan nilai-nilai ANEKA dari seluruh

rangkaian kegitan juga dinilai penulis sangat membatu didalam

penyelesaian laporan aktulisasi ini, meskipun belum mencapai

kesempumaan. Menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA jugalah yang

kemudian menyadarkan penulis untuk bagaimana menjadi seorang

ASN yang berkualitas, adil, jujur dan disiplin. Oleh karenanya,

komitmen penulis untuk memegang teguh nilai dasar ANEKA balk

dalam kehidupan seharl-hari maupun dan yang lebih terpenting

didalam pekerjaan.

B. SARAN

Pelaksanaan latihan dasar (Latsar) serta habituasi

meninggalkan banyak cerita. Dari cerita itu pula ada beberapa

masukan yang mungkin akan membantu dalam hal perbaikan bagi

pihak pelaksana dan juga unit kerja dilingkungan penulis berada.

1. SARAN BAGI PELAKSANA

Pelaksanaan Latsar angkatan ke tiga yang berlangsung

pada tanggal 7-27 agustus 2019 {in class) sudah berjalan

cukup baik, hanya saja ada beberapa masukan terkait jam

pelajaran yang begitu padat dan waktu istirahat yang begitu

singkat sehingga banyak dari peserta kelelahan dan kemudian

jatuh sakit. Harapan kedapan agar pelaksanaan latsar lebih

diberikan waktu beristirahat bagi perserta, karena dengan

waktu istirahat yang panjang bisa dipergunakan untuk

mempersiapkan materi pembelajaran esok hah.

Terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

latsar kali ini sudah sangat baik, semua media pembelajaran

baik saat materi di kelas maupun permainan diiapangan sangat

memuaskan didalam mendukung proses pembelajaran.

Pemilihan pemateri juga sangat baik karena pemateri yang

dipihh sangat mengusai apa yang disampaikan ketika dikelas.
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SARAN UNTUK UNIT KERJA PELAKSANA

Pedoman Inventarisasi Bahan Pembuatan Risalah rapat

sementara perlu untuk segara di resmikan karena dengan adanva

pedoman maka salah satu tugas Perisalah Ahli Pertama yang

diamanatkan oleh Permenpan RB juga bisa berljalan. Selain itu

dengan adanya pedoman Inventarasisi akan ada sebuah perbaikan

pada tata kelola dokumen oleh karena itu besar harapan dari

penulis agar kedepannya bagian risalah memiliki pedoman ini bisa

diterapkan atau ada jika memang diperlukan sebuah perubahan

maka dibahas lagi sehingga bagian risalah memiliki pedoman baku

didalam proses inventerisasi bahan pembuatan risalah. Sehingga

kedepannya tidak ada kebingungan lagi bagi perisalah didalam

merealisasikan salah satu tugasnya.
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LAM PI RAN



LAM PI RAN 1

DRAFT PEDOMAN INVENTARISASI PEMBUATAN RISALAH SEMENTARA

DFiAFT PEDOMAN

PENYELENGGARAAN INVENTARISASI BAHAN RAPAT

UNTUK PENYUSUNAN RISALAH RAPAT SEMENTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risalah rapat sementara mempakan catatan rapat yang disusun secara

lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta

dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, masa

sidang, tempat rapat, acara rapat, wakfu pembuakaan dan penutupan rapat, ketua

dan sekretans rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir

serta undangan yang hadir.

Risalah rapat sementara merupakan salah satu output rapat yang dihasilkan dari

setiap kegiatan rapat Alat Kelengkapan DPR Rl. Risalah rapat sementara merupakan sebuah

tahapan awal didalam pembuatan Risalah rapat resmi yang valid dan otentik. Oleh karena itu

dalam proses pembuatannya diperlukan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa

rapat terserbut berjalan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain®: (1) Kaset beserta

hasil transkrip; (2) Undangan Rapat; (3) Skenario Rapat; (4) Daftar Tanda tangan Peserta;

(5) Laporan Singkat.

Risalah rapat sangat penting karena risalah bisa dijadikan salah satu bahan

penentu kebijakan yang akan diambil, memperkaya khasanah dokumen hasil rapat.

DIsamping itu Risalah Rapat juga bermanfaat antara lain :

1. Memberikan Informasl kepada Publik sehingga menjalankan amanat dari

Undang-Undang keterbukaan publik.

2. Sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum{JudicialReview).

' Pasal 272 Point 2Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.l Tahun 2016



Pembuatan Risalah Rapat sementara hams didukung dengan berbagai dokumen

bahan Rapat untuk mempercepat proses, mengingat banyaknya dokumen maka diperlukan

pula tata kelola dokumen yang baik. Salah satu bentuk kegiatan penata kelolaan dokumen

adalah dengan melakukan inventarisas Inventarisasi adalah pendataan, pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan doku.ien bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pebuatan risalah.

Selain membantu perisalah dalam membuat sebuah risalah yang valid dan otentik,

inyentarisasi juga mempermudah didalam proses pencarian sebuah data terkait persidangan

apabila diperlukan.



DASAR HUKUM

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Nomor

26 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tafiun 2014

Tentang Tata Tertib;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

8Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia Nomor

22 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Draft Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Bahan Rapat Untuk

Penyusunan Risalah Rapat Sementara in! yang dimaksud dengan:

1. Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat PL adalah PNS yang diberikan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah

legislatif.

2. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya

pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:

a. Jenis Rapat dan Sifat Rapat;

b. Hari dan Tanggal Rapat;

c. Tempat Rapat;

d. Acara Rapat;

e. Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat;

f. Ketua dan Sekretaris Rapat;

g. Jumlah dan Nama Anggota yang Mendatangani daftar hadir; dan

h. Undangan Hadir

3. Jenis Rapat sebagaimana dimaksud nomor (1) huruf aadalah penggolongan l<egiatan



d. Bahan rapat;

e. Skenario rapat.

8. Undangan rapat sebagaimbna dimaksud nomor (6) huruf aadalah undangan yang

ditujukan kepada perorangan, lemaga, Departemen, LSM, Akademisi. Berisi

tempat tant^gal, dan acara rapat.

9. Daftar hadir sebagaimana dimaksud nomor (7) huruf badallah daftar yang

menyatakan kehadiran peserta pada rapat dengan menandatangani daftar hadir.

10. Laporan singkat sebagaimana dimaksud nomor (7) huruf cadallah catatan hasil

rapat yang memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

11. Bahan rapat sebagaimana dimaksud nomor (7) huruf dadalah Terdiri dari bahan-

bahan rapat seperti tematik rapat, DIM, tanggapan umum fraksi, RUU, bahan

rapat pemerintah, dll.

12. Skenario rapat sebagaimana dimaksud nomor (7) huruf e adalah Susunan atau

tata cara jalannya rapat yang berisi pembukaan / pengantar ketua rapat dan

urutan acara rapat yang menjadi acuan ketua rapat dalam memimpin acara Rapat

Dewan.

13. Inventarisasi bahan pembuatan risalah rapat sementara adalah Pencatatan atau

Pemberkasan data yang terkait dengan bahan pembuatan Risalah rapat

sementara.

14.Alat Kelengkapan Dewan/Majelis adalah unit kerja dari struktur organisasi

kesekretariatan dewan/majelis yang menyelenggarakan rapat-rapat.

75. Digitalisasi dokumen adalah proses mengubah dokumen dari format anaiaog

menjadi format elektronik dan atau dokumen yang dapat diproses melalui

perangkat lunak di Komputer seperti: .PDF, .TIFF, .GIF,JPEG dan .PNG

16. Folder adalah wadah untuk menyimpan dokumen-dokumen bahan pembuatan

Risalah rapat sementara.

17. Dokumen adalah sesuatu yang tertuiis atau tercetak yang dapat dipergunakan

sebagai bukti atau keterangan.

TUJUAN :

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh





pegawai yang menjabat sebagai Perisalah Legislatif dalam melakukan proses

inventansasi bahan pembuatan Risalah rapat sementara.

Inventarisasi bahan pembuatan Risalah rapat sementara bertujuan untuk •

1. Menjalankan salah satu tugas Perisalah Legislatif sesuai dengan amanat dari

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

2 Menjaga keautentikan, keutuhan, keselamatan dokumen bahan pembuatan

Risalah rapat sementara;

3. Menciptakan ketertiban tata kelola dokumen yang lebih baik;

4. Memberikan kemudahan terhadap Perisalah Legislatif pada saat pembuat

Risalah rapat sementara yang valid dan otentik.



BAB II

INVENTARISASI BAHAN

PEMBUATAN RISALAH RAPAT SEWENTARA

Proses mventarisasi bahan pembuatan risalah meliputi kegiatan :

a) Pengumpulan bahan rapat;

b) Alih media bahan rapat; dan

c) Pengelolaan/o/rfer bahan rapat;

A. PENGUMPULAiM BAHAN RAPAT

1.Pengumpulan bahan rapat dilaksanakan melalui prosedur;

a) Menyiapkan form checklist;

b) Koordinasi dengan AKD untuk meminta bahan rapat dilampiri form checklist

2. PL menyiapkan sebuah forn^ checklist sebeium melaksanakan proses

pengumpulan bahan. Tujuannya adalah agar bahan rapat yang nanti diambil

sudah memenuhi persyaratan pembuatan risalah rapat sementara. Form

checklist memuat antara lain :

3. Nama (Penerima bahan rapat);

b. NIP (Nomor Induk Pegawai);

C. Jabatan (Jabatan penerima bahan PL Pertama/Muda/Madya/Utama);

d. Penyelenggara rapat (AKD yang menyelenggarakan);

e. Jenis Rapat;

f- Agenda Rapat (Agenda yang dibahas didalam rapat);

g. Sifat Rapat;

h. Tanggal terima;

I. Kelengkapan dokumen (dokumen yang digunakan saat rapat : Undangan

Rapat, Bahan Rapat, Skenario Rapat, Daftar Peserta, Lapsing, dll);

J. Rekaman rapat (media penyimpan rekaman rapat : Kaset, Compact Disk,

Digital Voice Rec);
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Contoh Form Checklist:

InformasiPetugas
NAMA

NIP

Jabatan

Detail Rapat;

Yang Menyerahkan,

TANDA TERIMA

KELENGKAPAN BAHAN RAPAT

1. Penyeienggara Rapat
2. Jenis Rapat

3. ifl^enda Rapar

4. Sifat Rapat

5. Tanggal R?pat

5. Tan^ai Teritna

7. Kelengkapan Dokumen

8. Rekaman Rapat

• Undangan Rapat

OSkenario Rapat

: • Kaset Berjumfah...

• Compact Disk (CD)
• DigitalVoice Rec.

• DaftarPeserta

• Lapsing
•

Yang Menerima,

- (1)

Jabatan: , . (2)
Jabatan:

Keterangan pengisian :

nama petugas yang menyerahkan;

nama petugas yang menerima.

3. PL melakukan koordinasi dengan AKD kemudian meminta bahan rapat dengan

dipandu/o™ checW/styang telah ada. Form checklist harus di isi dan ditandatangi

oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerima.

4. Alur pengumpulan bahan rapat adalah sebagai berikut:



NO TAHAPAN KEGIATAN

Tahap persiapan ;
a. PL ahli pertama

mengidentifikasi dan
mencari informasi

tentang jadwal
persidangan yang
sedang berlangsung
melalui laman daring
bttp://dpr.gojd/ageiida
atau mendatangi
Sekretariat AKD yang
terkait.

b. PL ahli pertama
menyusun daftar

kelengkapan yang ingin
diminta di AKD guna
kebutuhan didalam
pembuatan risalah rapat
sementara.

PL meminta surattugas yang
ditandatangani oleh Kepala
bagian terkait permintaan
dokumen kelengkapan rapat.

Tahap koordinasi dengan AKD ;
a. PL mendatangi AKD

dengan membawa
surat tugas / nota dinas

dan form checklist.
b. PL menyerahkan surat

tugas / nota dinas

kepada pejabat atau
yang mewakali

PERISALAH

AHLI PERTAMA

ALUR PROSES PENGUMPULAN BAHAN RAPAT

PELAKSANA

KEPALA BAGIAN

MUTU BAKU

ALAT KELENGKAPAN OEWAN KELENGKAPAN

Komputer.
Jaringan Internet.
Daftar permir^taan

dokumen

kelengkapan rapat

Surat tugas / nota
dinas

Form checklist

Surat tugas / Nota
dinas

OUTPUT

Form checklist permintaan
dokumen kelengkapan
rapat

Penugasan ke AKD untuk

meminta dokumen

kelengkapan Rapat

Mendapatkan dokumen
kelengkapan rapat antara
lain :

Undangan rapat.
Skenario rapat.
Daftar Hadir.

Laping
Kaset/CD/Digital
voice recorder.
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c. PL memeriksa

dokumen-dokumen
yang diberikan oleh

AKD dengan megisi
kolum yang terdapat
pada form checklist.

d. Setelah mengisi form
checklist PL beserta
Petugas yang
memberikan dokumen

menandatangani
bagian bawah form
checklist.

11



A. ALIH MEDIA

1. Prosedur teknis alih media dol<umen kertas menjadi dokumen elektronik melipitu :

a. Pemindaian / scanning dokumen;

b. Penyusunan / penempatan dokumen digital kedalam folder.

2. Bahan rapat yang sudah diterima selanjutnya dilakukan proses perubahan dari media

kertas ke elektronik (digitalisasi) dengan kegiatan pemindaian / scanning.

3. Dalam kegiatan pemindaian dapat dilakukan dengan alat pemindaian pemindaian

ya'itu scanner.

4. Pemindaian dokumen asli direkomendasikan untuk menggunakan resolusi minimum

300 dpi (dot per inchi) dan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dalam format

tertentu seperti TIFF, GIF, JPEG, PNG, dan PDF. Dokumen elektronik tersebut harus

memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya.

5. Dokumen-dokumen yang sudah di ubah kemudian disusun / dimasukan kedalam satu

folder perangkat lunak komputer.

6. Penamaan folder memuat informasi Jenis Rapat, di ikuti Penyelenggara Rapat, dan

Tanggal Rapat.

Contoh Penamaan fo/rfer penyimpan bahan rapat di perangkat lunak komputer:

PANSUS, RAPAT
WTERN, 31 m

2017

7. Alur proses alih media adalah sebagai berikut :
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NO

2.

TAHAPAN KEGIATAN

Tahap persiapan :
a. PL mempersiapkan arsip dan

sarana prasarana untuk alih

media arsip yaitu meltputi
perangkat computer, scanner

dan sistem penyimpanan arsip
hasil aliih media.

b. Mengatur peralatan pindai

{scanner} meliputi resolusi dpi,
pembesaran, fokus gambar,
ketajaman warna, dan setting
keluaran hasil dan lokasi

simpan

Tahap pelaksanaan ;

a. Melakukan pemindaian

{Scanning) dokumen lembar

per lembar dengan tetap

memperhatikan urutan

kronologis pada berkas fisik

dokumen.

b. IVIenyesuaikan bentuk, format

dan ukuran arsip elektronik

hasil alih media menggunakan

aplikasi pada komputer.
c. Apabila diperiukan maka PL

melakukan edting sesuai

dengan kebutuhan untuk

memperjelas, mempertajam,
dan meningkatkan kualitas

hasil alih media.

PERISALAH

AHLI PERTAMA

ALUR PROSES ALIH MEDIA

PEUKSANA

KEPALA BAGIAN
AUT KELENGKAPAN

DEWAN

MUTU BAKU

KELENGKAPAN

1) Dokumen kelengkapan
rapat

2) Perangkatcomputer.
3) Alat pindai{Scanner)

1) Dokumen kelengkapan
rapat

2) Perangkat computer.
3) Alatpindai {Scanner)

OUTPUT

1) Dokumen yang akan

dialihmedia.

2) Peralatan alihmedia

File digiiral hasil alih media

dokumen.
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d. Masing-masing item dokumen

elektronik hasil pemindaian
diberikan identitas / nama

yang merujuk pada tipe

dokumen.

Contoh: Item Adiberi namaLapsing
RUU Tembakau Tanggal 17 mei

2017.

3. Tahap Penyimpanan dokumen

digital kedalam/oWer :

a. Membuat folder elektronik

sebagai wadah pemberkasan

dokumen hasil pemindaian.
b. Memberkas dokumen

elektronik kedalam folder

dengan melakukan

pemindaian dokumen

elektronik hasil pemindaian

kedalam folder elektronik.

c. Memberikan identitas nama

folder elektronik sebagaimana
pada gambar contoh

penamaan folder

penyimpanan bahan rapat di

perangkat lunak komputer.

1) Dokumen kelengkapan
rapat

2) Perangkat computer,
3) Alat pindai{Scanner)

1) File digital dokumen hasil

alih media yang telah

diberkaskan.

2) Folder dokumen hasil alih

media.
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B. MEMBUAT DATA

RAPATSEMENTARA

1. Prosedur teknis pembuatan data base bahan pembuatan risalah rapat sementara

meliputi:

a. Pengelompokan beberapa folder bahan pembuatan risalah rapat sementara

kedalam/o/tfer Iain berdasarkan masa sidang dan tahun sidang;

b. Penyusunan daftar rekap pengumpulan bahan pembuatan risalah sementara

dalam satu masa sidang.

2. Proses pengelompokan folder diawali dengan membuat sebuah folder utama yang

diberi judul tahun sidang, kemudian dlbuat sub folder berjudul masa sidang.

3. Setelah pembentukan/oWer utama dan sub-folder, maka PL n^emasukan folder-folder

yang bensikan bahan rapat untuk dimasukan kedalam sub^/o/tfersesuai masa sidang.

Contoh pengelolaan folder bahan pembuatan risalah :

1. PEMBUATAN FOLDER UTAMA DIBERI JUDUL TAHUN PERSIDANGAN

2016-2017

BASE 3AHAN PEMBUATAN RISALAH

PANSDS^.,
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2. PEMBUATAN SUB-fOiDfR DIBERIJUDUL MASA PERSIDANGAN

v% WrDn^

Applicaiions

CT' Desktop

|g' Documents

0 OowiHoads.

0 RefTfOleDtK

# Orange

# Yellow

ss m} M m ^ ^

MASA SfDANG* MASA SIDANG «MASA SIOANG •MA»ASiDAN5
.1 H IV >

•2016-20^.-

17. PL menyusun daftar rekap pengumpulan bahan rapat per masa sidang, tujuan

dan penyusunan daftar rekap pengumpulan bahan rapat adalah melakukan

pengecekan ulang kelengkapan dokumen sebagai bahan penilalan kinerja PL.

18. Daftar rekap bahan pembuatan risalah sementara memuat informasi tentang:

a) Masa sidang;

b) Tanggal Rapat;

c) Agenda Rapat;

d) Jenis Rapat;

e) Transkrip;

f) Laporan Singkat(Lapsing};

g) Daftar hadir/Absen;

h) Surat undangan;

i) Jumlah Kaset;

j) Bahan rapat;
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NO

2.

TAHAPAN KEGIATAN

Tahap persiaoan :

a. Mengidentifikasi folder digital

berdasarkan tahun sidang dan
masa sidano.

Tahap pelaksanaan :
a. Membuat folder elel'tronik

utama sebagai wadah

pengeiompokan sub-folder.

b. Memberikan identitas nama
folder elektronik utama

dengan identitas / nama

berdasarkan tahun sidang,
c. Membuat sub-folder sebagai

wadah pengeiompokan folder

yang menyimpan dokumen-

dokumen hasilpemindaian.
d. Memberikan identitas nama

sub-folder elektronik utama

dengan identitas / nama

berdasarkan masa sidang.
e. Memindahkan folder yang

menyimpan dokumen hasil

ALUR PENGELOLAAN FOLDER

BAHAN PEMBUATAN RISALAH RAPAT SEMENTARA

MEMBUAT DATA BASE BAHAN PEMBUATAN RISAUH RAPAT SEMENTARA

PERISALAH

AHLI PERTAMA

PEUKSANA

AUT KELENGKAPAN

DEWAN

MUTU BAKU

KEPAU BAGIAN

s/

KELENGKAPAN

1) Folder yang menyimpan

dokumen hasilpemindaian.
2) Perangkatcomputer.

1) Folder digital yang telah
teridentifikasi.

2) Perangkat computer.

OUTPUT

Folder yang

teridentifikasi,

telah

Tata kelola dokumen yang
teratur.



pemindaian kedalam sub-

folder berdasarkan masa

stdang.

Memindahkan sub-folder yang
berisikan folder-folder

penyimpanan dokumen hastI

pemindaian kedalam folder

utama berdasarkan tahun

persldangan

3. Tahap penyusunan daftar rekap
pengumpulan bahan pembuatan

risalah ;

a. Membua: daftar rekap bahan

pembuatan risalah sementara

selama :-tu tahun masa

persidangan.
b. Mendata / mencatat

dokumen-dokumen yang telah
dipindai kedalam daftar rekap
bahan pembuatan risalah.

1) Dokumen yangtelah

dipindai.

2) Perangkatcomputer.

Daftar hasil rekap

pengumpulan bahan

pembuatan risalah.



LAMPIRAN 2

Leaflet Pedoman Inventarisasi Bahan Pembuatan Risalah

Sementara (Halaman Depan)

CONTOH
rORM CHERLI8T

4

mm
TABEL OAFTAR REKAP BAHAN
PEMBUATAN RISALAH SEMENTARA '

?

"O C *
12-?
It Q ^

" g 3
'• 9
« 3
n iQ
•t'to

5' 3

< Ia S

^ijeHDAN BKoPff^

Inventarisasi

Bahan

Pembuatan

RisaLah
BIRO PERSIDANGAN I

BAGIAN RISALAH



PROSES

DIGITALISASI
DAN

PENYIMPANAN

BERKAS

III lijl ifc

Ml MA

ALUR

PELAKSANAAN BELAKANC ®

'vr

MfVitanhan Tuqm ymn^
MMlAh diamarMtkm

didAUrn Patnwnpsn M
Nc 27 Tshun 20T7

Maneipukan
kMutvniliwn. kvutuhM.
iMMlarTMtan dekumwi

bahan p»mbu«tan ritalah

rapat ii«m*nura

M«nclptakan uta
k«ioiA p«ngjmput»n

p«nylmpanBn
dokiim«n bsfian

pcmbuaUn risaiah
(•foih baik

MMnbantu Parlulah
dtdMm rnanclptakan

•ftalah ««IM dan Mvntik

SAlaK S4tu Tugas
Ahfi

•daUti m«i4kokan

lnv^Atari(j)tr

aoNum«n bahan

p«mOuAtdn nuiah

Ookumen kelvngkapan
rapdt antara lam Abs«ns(

r«pj| untfdngsn Catalan
'apji lapo'an singkai

tiafH traoiKrip )«rta
n^ftdia p^Ayimpanan

p»r«kam rapat

Tidak adanya pMoman
•nangakibathan p>os«s

tnvanlaritati bahan

pembuatan rualah t>dak

^vrjalan soura makiimal



LAMPIRAN 4

Catalan Singkat Konsultasi Dengan Mentor

CATAT AN SINGKAT

PROSES BIMBINGAN AKTULISASI PERTAMA ANTARA PESERTA DENGAN

TANGGAL KONSULTASI: 5Septetnbor2olg

CAfATAM :

1. kon^ulips; dapgE flilakukan kapan saa;
2.. Pelaksanaan aktuafeasl diarahkan P^nsus-

MENTOR

CATATAN SINGKAT

PROSES DI^^BiNGAW AKTUALISASI KC.2 ANTAPlA PB^Ef^TA DEKGAM

TANOGAL konsultasi : 11 Septemaer 2019

CATATAN;

MErjTOH

1- iata penulisan harus dip&ff^aaxan masih i&tdapal icssal^«n
penyusiin-an Draft i^ai ssaaiafsHn peng&ii<an dida^m

3 Si'Sfrf SeXretariat Pan«,3 unluk msmhla data.
UK,/.":;,tot

CATATAN SINGKAT

PROSES BIMBINGAN AKTUALISASl KE-3 ANTAfiA PESEHTA DENQAW MENTOR

TA^i{3<3AL KONSULTASI ; t4StKJEMBl£H2£3ig

dokwien ketengKapan rapm dtambohkan tfonflan daftar tanda
langan

NtP.

Mentof.

^v--'
M

Pe^rta

/

.4^

7

QMus^ta^haiV^aiaii Pufiv/onrt« ««««
NIP. i994072S20190ai0Ci



CATATAN SINGKAT

PROSES Bmsmom AKTUALISASI KE-4 ANTARA PESEBTA dengan mentor

TaNGGAL KONSULTAS!: 16 September 2019
CATATAM ;

t. Koreksi beberapa penulisan dtdaiam draft
- Koreksi Kolom inventarisasi (Masa sidang masuk ke kolum)

CATATAN SINGKAT

proses BIMB,NGAN AKTUALISASI KE-5 PESERTA OENGAN MENTOR

TANGGAL KONSULTASf; 20 September 2019

CATATAN

1. Sosialisasi kepada rekan ksria dibagian risalah
. rcses soslateasi dilakukan dengan talap muta langsung (Mandatangi ma|a pega,va„

Menyerujui,

Mentor.

Moh. Hizha, S- Sos d »

NIP. 19640715198^008 P"sera A;:han Virqian P'-sv^randa. S.sns
^ Nip. 199407282019031001

Pesetia

.



LAMPIRAN 6
Tanda Terima Kelengkapan Bahan Rapat

InformasIPetugas

NtP

Ja^atan

labiitan r

TANDATERIMA

KELEWCiKAf^ BAHAR ^PAT

: Cv.1

61 £> ^ ^C".^cril OO !

i.5. Antu pcerAt?«%

2. Jenis Rapat

3- Agenda Rspat
Stfst ftapflt

5. Taj^ggaiRspat
fi- Taiiggal TeHmg

7. K<He^ig<apanOokufnen

: pssi'-T'« s.

PAOAT

• "t f e. t u ^

.*

- '•!> X!?-^

* K^Unda?sg^ Rapart

St

C3K?i&«t Berjumlah. .

Q Compact Dts^ [CO]
• D^ltal VoiceSec

-.rS'JlT',!—3'''̂
Jafcat^; f ^ e-"T ^v^^ ft-



LAMPI RAN 7
LAPORAN SINGKAT RAPAT

RaKVaT
Rt,r»l,Hl.}K fNnf>TV.r;S|A

LAPORAN SINGKAT

a A A >. PANrriA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN

Tahun SIdang
Masa Persidangan
Rapat ke
Jenis Rapat
Sifat Rapat
Hari, tanggal
Waktu
Tempat

Acara

Ketiia Rapat

Sekretaris Rapat

Hadir

PENDAHULUAN

2018-2019

V

Rapat (Intern) ke-13
Tertutup
Rabu, 19 Junl 2019
Pukui 12.45 s.d. 13.25 WIB
Ruang Pimpinan Pansus B
Gedung Nusantara li Lantai 3
1. Mombicarakan pembentukan Tim Keci! untuk

mereforrnulasi ulang Rancangan Undanq-
Undang tentang Pertembakauan.

2. Membicarakan rencana Kunjungan Ksria Dalam
Negen aan Luar Negeri.

Firman Soebagyo. SH. MH
(Ketua Pansus)
Endah Sri Lestari. SH,. M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Pansus)
7 dari 30 orang Anggota (6 dari 10Fraksi)

Ski p2da"ouruTl'r45'̂ w';?"l^" Undang-undang .enteng Pertembakauan

H. keputusan/kesimpulan

A. Rspat (Intern) menyetu|ui Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepuiauan Riiu

Pra^n&\ ^019 dan ke
tansTaTa/ sd di.aksanakan pada

B. Rapat (Intem) menyetujui agenda Kunjungan Korja sebagai berikut:

pc'itewan denSn '''' Kepuiauan Rlsu (Batam), meiakukan
• 3F Batam
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LAPORAN SINGKAT RAPAT

• Dinas Bea Cukai Batam
• Dinas Perdagangan Batam
• Dinas Perindustrian Batam

' dan Industri (KADIN) Batam

. Seluruh® dl eatS"'

meSISn pMelan '̂denS"" (Kab.paten Kudus),
• PT. Pura Group di Kudus
• Pejabat Bea Cukai

Setein itu Pansus juga akan melakukan kunjungan Ke Museum Kretek di

^r^ufLreLT rratr."'
Pimpinan Pansus dan Anqqota Pansu<; riari m= • ^^SQotanya terdirl dari

nama-nama yang akan mewakili datam Tim Kecif tersebS^^^^ fn^nginmkan

°SH~=S=""«ssrst
Hi. PSNUTUP

SppSa'puk^^ Undang-Undang tentang Perlembakauan

KETUA RAPAT.

ELBMAn sqebagyo. sh. mh

A-273
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DAFTAR HADIR RAPAT

* '

nr WAN PKRWAMLAiV R.VKV4T

DAFTAR HADIR

ANGGOTA PANITJA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANO PERTEMBAKAUAN

Tahun Sidang
Masa Persidanyan
Rapal Ke
Jertis Rapat
Dengan
Stfal Rapat
Hari/Tangga!
Waktu

Tcmpat
Ketua Rapat
Acara

Sekretaris Rapat
Haclif

2018-2019
V

Intern

Terlutup
Rabu, 19 Juni 201S
Pukuf, 10.00 WIB s/d Selesai

Ruang Rapat Pansus B, Gedung Njsantara il Lt, 3

1. Membenfiik Tim Kecil untuk memformulasi ulang
RUU tentang Periembakauan.

2. Membicarakan rencana kunker DN dan LN
Endah Sri Lestari. SH. MSi.
/jt? dari 30 Anggota

NO.
NO.

ANGO
r;:

^S-fANDA TANGAN

PIMPINAN

Q A-273

2.

A.367

FIRMAN SOE8AGYO, SE. MH./FPG.

PROF. Df. HENDRAWAN SUPRAT(KNO./FPD!P,

BAMBANG HARYADi. SE /FPGERINDRA.

A-44S JDr. VERNA GLADIES MERRY INKIFhWANG./FPD.

FRAKSI PARTAI DEiVIOKRASJ INDONESIA PERJUANGAN

5, I A-1S4

A-16-i

A-133

A-1S1

MARUARAK StRAIT. S.IP

DANIEL UJMBAN TOBING

AI.EX fNDRA LUKMAN

1^- <HSAN YUNUS, BA. B. Comm, ME.Con

ADIS/.TRYA SURYO SULISTO

2A.?rdy*

4....

G

8

8



-f., SoTT
NQ.j.ANGGj^

FRAKSI PARTAI GOLKAR

10. IR.

N A

1i- !a-313 DRS. !BNU MUNZIR. M.A.P

_^^KHAMAD MISDAKHUN, SE

13. A-247 nvvie AROE,Vf HADI^TJE. Sikon

^KSI PARTAI GERINDRA

14-

15.

16.

1Q

jIR. KRT, H. DARORrvyONODIPtJRn MM

..

12

113.

IS.

16 1
A-379 H, WfUGO ZAINAR, SE.. MSA

FRAKS? PARTAi DGMOKRAT"

jSf^S.UMARARSAl.

I irawaoi svAfeisuoiR^Hj^

iFRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL ^

19. A-501

23.

M. IRWAN ZtJlFIKAR.

PESY RATNiASARi, M.SL, M.P.si

21 lA-471 jAHMAD NAJiB OODRAUillAH^

KE8ANGKITAN BANQSA

^ ft^ULTAZAM

a CUCUN AHMAD SY/AISURUAt, SAg

SEJAHTERA

j H.M martai agoeng, sh

•I'Mi.lp: AULY. MM

-ttiu..

22./^/yi,



I NO, - "" —-r
^ NAM.-,

^FRAKSI PARTA! PERSATUAN PEMBANGUNAN

A.535 DRA. Hj, ERMALEN-A MHS

27. IA-S22 ; H MUKHLfSIN

FRAKSI PARTAf NASDEM

A-2S H. SYARIF AK)ULLAH ALKADRIE, SH-. 1

DRS.FADHOLI

i FRAKSI PAf?TAI HAfJURA

30. jA-^ IJAULUDDIN AKBAH R, SH

—~i '

t^noa tamgaw'

23,.

27.

T
28.

j 28,

50.

Jakarta. iSJuni 2019
a.n KettiaRapat,
Sekfei^ Rapat

V\

, n
SH MSI

MIP, 157 104031935032001

-w)

10


